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Ssr(Apun STRIH

ekanisme Reducing EmissionS from Deforestation

and Forest Degradation (REDD). - mengurangi

emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, di

masa yang akan datang memiliki potensiyang lebih luas. REDD

dipandang dapat langsung mengatasi perubahan iklim dan

kemiskinan di daerah pedesaan, serta dalam waktu bersamaan

melestarikan keanekaragaman hayati dan menjaga iasa-jasa

ekosistem yang penting. Bagi lndonesia REDD masih terus

melengkapi untuk menyempurnakan peta ialannya. Salah satu

hambatan yang dihadapi tentang REDD dan keterkaitannya

di lndonesia adalah tingkat pengetahuan yang harus terus

ditingkatkan dalam berbagai pihak kunci, minimnya literatur

mengenai REDD dalam bahasa lndonesia, serta proses

sosialisasi di daerah-pun tidak menjangkau wilayah dan pihak

pihak yang terkait secara merata.

lndonesia sendiri telah mengkomunikasikan konsep

implementasi REDD secara bertahap, melalui: r) Tahap

persiapan: identifikasi status IPTEK dan kebijakan terkait

(zoo7-zoo8); z) Readiness phase: tahap penyiapan perangkat

Ketifo. A[at Tlenge[ok !{utan; RFDO fllenjafi Stutu Qitifian



-:erodologi dan kebijakan REDD (zoo9-zoro); dan 3) tahap imprenrentasi penuh:
sesuai aturan CoP pada saat REDD menjadi bagian dari skema UNFCCC pasca
zotz (mulai pada tahun zor3). Baik ditingkat nasional, daerahilokar. Meskipun
demikian di Lampung sendiri sampai 201o ini belum ada contoh demonstrasinya.

sebagai sasaran REDD, hutan yang menurut UU digorongkan sebagai
Hutan Negara dan Hutan Hak disana sini masih mengalami persoalan yang terus
dicarikan upaya penyelesaiannya. sebagai irustrasi, Kawasan hutan propinsi

Lampung berdasarkan perda No 5lzoot Tentang penataan Ruang propinsi

Lampung dan sK Menteri Kehutanan dan erkebunan Nomor 256/Kpts-il/zooo
tanggal 23 Agustus zooo, ditetapkan seluas 1.oo4,735 hektar. Jumlah tersebut
terbagi habis dalam Kawasan suaka Alam dan pelestarian Alam, Hutan Lindung,
Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan produksi retap. secara prosentase luas
kawasan hutan menca pai 30 % dari Iuas propinsi Lampung.

sejalan dengan penggolongan tersebut, sampai saat ini berum tersedia
himpunan data resmi mengenai hutan Marga maupun Hutan Adat di Lampung
(dalam UU Kehutanan Hutan Adat digolongkan sebagai bagian dari Hutan
Negara). Hutan Adat pada umumnya telah dikelola secara turun temurun dan
dirvariskan dari generasi ke generasi (misarnya Rhepong Damar di sepanjang
pesisir Krui - Lampung Barat) dan juga hutan adat lainnya yang tersebar dalam
s<aia skala kecil di beberapa wilayah tersebut; yang acapkali lebih dahulu existing
dibandingran keberadaan kawasan hutan negara itu sendiri.

Demikian halnya di Lampung Barat (salah satu kabupaten di propinsi

Lampung). wilayah. Kabupaten yang hampir 76% merupakan kawasan hutan
negara ini relatif cukup lengkap memililiki hutan dengan berbagai fungsinya
seperti raman Nasional Bukit Barisan selatan, cagara AIam Laut, Hutan produksi

Terbatas, Hutan Lindung, serta Hutan fldat, dan Hutan Marga yang terah crikerora

oleh masyarakat adat secara turun temurun.

Beberapa r,vilayah tersebut terah dikerora secara restari seperti

'. f :|-e:i",e ,lf,at n4enge[ok. I{utan; paEAn) l4enjafi Suatu gilian



dibeberapa wilayah pekon di Lampung Barat selain rephong damar disepanjang

resisir Krui, lokasi tersebut adalah Pekon Bedudu, Pekon Sukarami dan Pekon

3akhu, yang terletak di Kecamatan Belalau; dan Pekon Sukaraia yang terletak di

Kecamatan Batu Brak (status data hutan dilokasi ini masih memerlukan validasi

tenurial). Pada Hutan Marga yang dikeiola oleh masyarakat adat, sistem-sistem

pengelolaan di lokasi tersebut diatur melalui pengaturan pekon dan peraturan

adat dan berada dalam pengawasan bersama yang telah disepakati sebelumnya.

X/odel pengelolaan tersebut terbukti dapat meniaga kelestarian hutan mereka

secara turun-temurun.

Berlatarbelakang dari hal tersebut di atas, muncul pertanyaan apakah

model yang di.iaga oleh masyarakat adat tersebut dapat berlaniut. Kekhawatiran

lang muncul adalah fika akan muncul tekanan dari pihak luar, baik yang bersifat

','ei-iikal maupun horizontal; yang akan memanfaatkan keberadaan hutan itu' Hal

:enting berikutnya adalah upaya masyarakat di sekitar wilayah yang mengelola

:ar menjaga hutan mereka mendapat reward atas upaya-upaya mereka. Dalam

<:nteks ini, mekanisme REDD kemudian diiaiagi sebagai salah satu pilihan yang

:=:angkali saja dapat menjawab kedua pertanyaan tersebut.

Pada pertemuan para pihak (Bappeda, Asisten ll Pemda Lampung

- : -at, Dinas Kehutanan Lampung Barat, kecamatan, kepala pekon/desa,

-.= :mpok masyarakat adat, Watala, dan Samdhana) pada Desember 2oo9; telah

-=ndiskusikan secara terfokus pengelolaan hutan marga dan kemungkinan

r,=:-ungkinan menuju REDD di Lampung Barat. Pertemuan tersebut menghasilkan

.,::.:itmen awal bagi kesiapan dan'dukungan Pemerintah daerah dan masyarakat

: okasi pekon Bakhu-Bedudu-Sukarami (Belaiau) dan pekon Sukaraia (Batu

-'a <). Dari masyarakat adat sendiri kesadaran akan nilai penting SDA telah terjaga

.=;:k tahun t9z8 sampai sekarang; sementara dari pemerintah daerah kesiapan

::r komitmen telah dan akan diwuiudkan dengan adanya pengkayaan tanaman

.:'.'u-buah, kelancaran proses sertifikasi/kepastian, dan fasilitasi. Potensi sosial

.::racam ini menjadi nilai plus ketika.hendak mengembangkan kerjasama,

fyetitlgtr[atSllengefo[a7{utan;A"EADfi enja[iStatuSififran Vll



sampai adanya rencana tindakan nantinya.

Namun demikian kesiapan kesiapan tersebut masih memerlukan
sosialisasi lebih intensive dan fasilitasi baik oleh pemerintah pusat/daerah

maupun pihak ketiga yang telah lebih dahulu memahami mengenai REDD (pola,
mekanisme, kebijakan kebijakan yang mengaturnya, dan lain lain). Masih sedikit
yang memahami bahwa REDD memerlukan persyaratan tertentu yang harus
dipenuhi untuk membangun kapasitas, akses serta penerapan tekhnologi untuk
membangun sistemnya baik ditingkat daerah maupun dipusat. Lebih luas lagi
diperlukan inventori inventori hutan adat dan hutan marga di wilayah lainnya
yang pada umumnya tersebar dan tidak berada dalam satu hamparan yang luas.

Kesiapan pemerintah-masyarakat tersebut ba6ngkari masih
akan menemui tantangan tantangan awal untuk menyamakan perspektif,
pemahaman, orientasi, memenuhi proses dan prosedur dan seterusnya. selain
perlu diperhatikan situasi sosial-ekonomi-budaya setempat, juga perlu dicermati
nilai apa yang baru dan nirai apa saja yang berpotensi hirang, bagaimana
mempertukarkan emisi, siapa pihakpenjual dan pembeli, bagaimana pembagian
keuntungan, dan tersediakah pilihan pilihan pendanaan yang bisa di manfaatkan.
sebagaimana diungkapkan dalam Fokus croup Diskusi pada saat itu, disatu sisi

tetap harus mempertimbangkan 5 truf penting seperti penentuan skala, referensi,
keadilan, nilai tambah sumberdaya alam, dan pemerintahan. Di lndonesia sendiri
selain beberapa peraturan sejenisnya, sebagai referensi utama adalah permenhut

3o/zoo9.

Darihasil penjajagan awar dirokasi hutan marga di Lampung Barat, paring
tidak dapat diperoleh manfaat dengan adanya komitmen pemerintah daerah
untuk mendukung dan memasukkan hutan Marga diwilayahnya tersebut kedalam
rencana tata ruang wildyah Lampung Barat yang pada tahun zoro ini sedang
direvisi; sehingga eksistensi hutan marga dapat di administrasikan secara formal.

Namun demikian, dalam har mengimptementasikan REDD diwirayahnya;
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kesiapan tersebut selayaknya harus didahului dengan dipenuhinya hak mereka

untuk memperoleh informasi yang lengkap dan benar, sehingga mereka

kemudian dapat memilih serta mcmutuskan apakah akan menerima REDD atau

bahkan tidak bersedia sama sekali. Serta melihat peluang skema lain yang lebih

cocok dan sama sama memberikan manfaat tidak hanya dari aspek ekonomi dan

ekologi, namun iuga dari aspek sosial budaya mereka'

Tersaiinyabukuinimemilikitujuanuntukmemberikangambaran

alternative pengembangan REDD diluar konteks hutan negara. Kami memilih

site lokasi di Lampung Barat khususnya di Pekon Bedudu, Pekon sukarami dan

Pekon Bakhu, yang terletak di Kecamatan Belalau. Sedangkan untuk Pekon

Sukaraia yang terletak di Kecamatan Batu Brak, tidak dibahas dalam buku ini dan

kemungkinan akan disaiikan secara terpisah dalam publikasi selaniutnya.

Secara keseluruhan buku ini bab per bab meniadi satu raiutan informasi;

terdiri dari lima bab dan merupakan himpunan dari para kontributor utama dan

pendukung. Sebagai PrakataiPembuka disampaikan oleh Bupati Lampung Barat

(BapakHi.MuchlisBasri)yangmengulas:KebijakanPembangunankehutanan

Lampung Barat dan tuiuannya secara umum; Keterkaitan REDD dengan

ProgEm-ProgramyangadadiLampungbaratsertaApresiasiPemdaLampung

Barat terhadap Persiapan REDD. Seterusnya Bab per bab menyajikan ulasar

sebagai berikut: Bab l. Hutan Marga DiTangan Masyarakat Lokal; (disaiikan olel-

Nurka cahyaningsih dengan tontribusi dari Eko Sulistiantoro, lsmaison, Galih

Dedi Effsetiawan). Bab ll. Jalan Paniang Menuiu REDD; (disaiikan oleh Nurkz

Cahyaningsih)

Bab lll. Dapatkah Kebiiakan Nasional REDD Menjadi DasarPengembangar

REDD Di Hutan Marga?; di ulas oleh Cristine Wulandari, dan sebagai Bab penutul

disajikan pada Bab lV.. Kernungkinan Aplikasi Dan Pengembangan REDD Di Hutar

Marga Kabupaten Lampung Barat; diulas dan disajikan secara bersama olel

Cristine Wulandari dan Nurka Cahyaningsih
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Akhirnya, kami berharap buku ini dapat menambah khasanah infOrmasi

bagi semua pihak yang terkait ketika akan beraniak menLiu REDD. 
丁erbitnya

,uku ini dipersembtthkan bagisemua pihak yang pedu‖ pada upaya upaya yang

mendukung meskipun dalam skala kec‖  akan tetapi dapat mendOrOng upaya

t,「Selenggaranya pembangunan berkeianiutan dalam mengatasi perubahan iklim

dunia,khususnya darisektOr kehutanan. Terimakasih.

Bandar Lampung, Mei2010.

RLd Pahlawanti

Direktur Eksekutif

KetiRg A[at frlengeto[a l{utan; Rf,OcD fl4enja[i Suatu pitifian
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balk.HKm ini se18づ nya 3kan rnettbe百 nlanfaat ekono■ li kepada masyarakat

sekitar hutan(ilaSil hutan non kayd)nalη un fビ ngsi hビ tan iindung tetap teriaga

Hal yang serupa iuga akan kit‐J prOgl・ 3p‐.|くan dikaぃ /asanヨ lJtan Prodヒ li(si Terbatas

(HPT)dengan pola Hutan Tanal― lan Rakyat(■TR),dimana mattyarakat dibe■ k3日

ruang untldk berpartisipasi merge1018い lJtanHPTsesualketentuandallatiJranyang

beriaku.Dengan demikian akan membeikan manFaat ekonomi bagi masya,3kaヒ

dan kondisi hutan akan produkt汗 (be汗感綺gsi).∪ ntukれ u saya harapkan progral鴬

1lTR di hutan produksi terbatas ini dapat d"3dikan salah satu atternaJf dalam

penattganan peralttbahan yang ada di kaw3san hutan丁早man NaSiOnal Bukた

Barisan Seicnta,1(Tit1 33S).

Luas hutarl TNB3S saat ini± 356.8oo Ha, dilnana vv!layah katvasannya

berada dilintas Propinsi Lampung dan Propinsi Bengkピ lu di 3(ぜga)kabupaten

yakl‐ l KabLipaten Tanggamus,Kabupatel]Lan¬ pヒllng 13arat clan Kabupaten Kaur

Pr9pins,Bengkl_lu. llli artinya Tヽ 13BS nlempunyai niia'yang sangat penting darl

strategis terutama dalal磯  me13yangga kesellη bangain daya dukung llngkul‐ gan

hidup pada 3(色 ga)Wilayah kabupaten tersebut,sepertt fungsinya antara

lain sebagai daerah tangkapan 3i「 (OiC力麟e湾:Aたa)dan tenlpat pelestattan

keanekaragaman hayaむ 調ora dan fauna,dimana terdapat beberapa jenis satwa

liarlangka dan terancam punah sepe贅 :い attmau Sumatera,Galah Sumatera Can

BaGak Sumatera.

Oleh karena,TNB3S sl」 dah ditetapkan oleh D_lnia lrlternasional(!∪ CN)

sebagais31ah satu σご5方θ
「

wattsan dunia(レ 4ヽθ戸ご〃ettage)pada tahun 2004,atau

lebth dikenal dengan sebutan 昴りe ■oρ′ca′ Pa力■fο resi″e″:agε θf 5ご爾ε:era.

Selain ttu keberadaan kawasan TNB8S in15angat penttng iuga untuk mewuiudkan

prOgram lくabtlpaten Lanlptlng Barat sebabagi Kabupaten KoRSerVasi. tlpaya dan

iangkah pemerintah dalanl melestarikan hutan yang ada adalah dalana tipaya

pengelo13an hutanづ an salah shtu prakarsa untuk metteむ gasi perttbahan iklim

rnenuiJ REDD(RcJF(詢 gE「 7な 5ノθ爾 力℃用 peわだ 5おゴοη anご わ ∫でsi Degra議 ぎθ月),

yaitu mengurangi enllsi datt deforestasi dan degradasi llutan.  Oleh iく arenc‐
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itu untuk mendukung REDD, Pemerintah Lampung Barat melaksanakan

pembangunan dengan tetap memperhatikan dan tidak mengurangifungsi hutan

dan mampu memberikan penghidupan kepada masyarakatnya, sehingga hutan

tidak mengalami degradasi. Pembinaan dan penyuluhan terus dilakukan oleh

Pdmkab Lampung Barat dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Hutan dan Pengelolaan Sumber

Daya Hayati.

Untuk itu saya meiryambut baik dengan dilakukannya upaya publikasi

"Ketika Adat Mengelola Hutan, REDD Menjadi Suatu Pilihan". Saya

berharap dengan terbitnya buku ini merupakan salah satu model informasi baru

dalam upaya tetap mempertahjnkan dan melestarikan hutan di Lampung Barat

namun tetap sinergi dengan program-program pembangunan yang diialankan di

Lampung Barat. Saya juga berharap dengan terbitnya buku ini dapat dimanfaatkan

dengan sebaik-baiknya oleh pemangku kepentingan menyangkut kehutanan dan

konservasi sumber daya alam serta keanekaragaman.hayati,

Saya mengucapkan penghargaan yang tulus dan setinggi-tingginya

kepada penulis buku ,ini yang telah meluangkan tenaga dan pikirannya demi

kepentingan hajat hidup bersama sehingga hutan yang diwariskan kepada anak

cucu kita tetap lestbri dan masyarakat seiahtera.

Liwa, Mei zoto

Bupati Lampung Barat,

/

Drs.I‐Iio Ⅳlukhis Bas五

時ι」を′施
`_r1/′

llJあ厖%ιιατ%5のの″′71/4′ ∫
“
αι2 0β万″,  Xlll



籍
`々

′雄す″′″ああ勉ιαη RttЮ ″′ψィ卯ιι″α′″4カ



UcepaN TSnIMAI(ASIH

tas terbitnya buku ini, kami menyampaikan apresiasi dan mengucapkan

terimakasih tiada terhingga kepada The Samdhana lnstitute (eatrick

,James Anderson, l\lartua Sirait, Marissa, dll) yang telah mendukung dan

-=nfasilitasi pendanaan sehingga terlaksana penerbitan buku ini.

Tidak lupa kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih

.=:ada semua pihak yang terlibat yang telah mendukung proses kegiatan ini

.<ni: Pihak Pemerintah Daerah Lampung Barat, yakni: Bapak Bupati Lanrpung

:::at (Hi. Muchlis Basri), Kepala Bappeda Lampung Barat (Bapak Nirlan, SH)

:=serta staff dan jaiaran, Dinas Kehutanan dan PSDA Lampung Barat (Bapak lr.

- .','arsito) beserta staf, Asisten lll Setdakab Lampung Barat (Bapak Cunawan R),

iapak Armand Achumi (Kabid Fisik Bappeda Lampung Barat), Bapak Erie Enrico

Kasubag Pembangunan Ekbang Lampung Barat), Bapak lmam Habibudin, dll.

Bapak dan lbu Camat di Belalau dan Batu Brak, kepala pekon dan

=,ompok kelompok masyarakat adat di pekon Bedudu, Sukarami dan Bakhu,

=rra Pekon Sukaraja.

Terimakasih kepada Dr. Christine Wulandari, beliau adalah staff pengajari

csen pada Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung,

etua INAFE (lndonesia Network for Agroforestry Fducation), dan Ketua DPN

iKM (Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat).

'l;eti{afl.[at lilengefo[a7{utan; QF.OD nlenja[iS-,tatuQitifian XX



TerimakasihkepadaNurkaCahyaningsihsebagalkordinatorProgramlA/1emperkuat

Penge101aln Hutanハdat Di Lampung Barat Melalui REDD(studi Assesment di

beberapa Hutan Adat Lampung Barat dalam Kaた an dengan Persiapan REDD)

beserta ttirn Studi: Eko Su‖ stiantoro, lsmaison, Deddy EfFsetiawan, Galih, dan

sanuHa M9gasan yang telah membantu kegiatan ini.Demikian iuga tettmakasih

P々ρ′凛7∂εИ4′″ γ́瑠

“

たな Иをとab雄 7″ 渇詢′々 ル僣r7agα77en,″″g r77C″まu鳳nt

terselenggaranya kegiataniserta semua pihak yang rneniadiSumber sumber‖

"upengetahuan dan telah rnemberikan inspirasi.

semOga letth payah dan ketta ketta yang tulus ini dapat membuahkan

amal bagik社 l semua・ Tenmakasih.

Bandar Lampung, Mei2b10.

Rini Pahlawanti                      l

Direktur Eksekutif Watala

XXi Kgti1gA[at X,tengefofat{utan; fifiaa tuIenja[i Suatu?ififian



BAB I.

HureN Manca Dr TaNceN
MesyaRAr(AT Lorel



HureN Mance Dr TeNcAN
MesyeRAKAT Lorer

Nurka Cahyaningsih

1.1. Pendahuluan

erletak di ujung barat Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Bar

merupakan sebuah daerah dimana lebih dari 73% wilayahnya berul

kawasan hutan. Di wilayah tersebut terdapat berbagai tipologi statr

kawasan hutan antara lain: hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produk

yang dapat.dikonversi dan hutan-hutah kawasan dan non kawasan milik mar5

yang:dikelola secara adat, termasu.k Kawasan Dengan Tujuan Khusus (KDTK

Rhepong Damar.

wilayah hutan marga banyak tersebar laksana spot-spot kecil di beberaS

wilayah di Lampung Barat. sebagian hutan marga diakui sebagai milik marp

Buay Belunguh, sebuah komunitas adat yang sejak lama berdiam dan diak

sebagai salah satu marga di Lampung. Dua diantara hutan-hutan milik marg

Buay Belunguh mempunyai total luas 816,28 hektar melingkupi Hutan pematar

Bakhu (seluas 77o,g5 Hektar),i dan Hutan Sukaraja (seluas 65,33 hektar), y:r
terdapat di Kecamatan Belalau dan Kecamatan Batu Brak, Lampung Barat. statr
kepemilikan kedua hutan tersebut dimiliki oleh Adat atau Ulayat. Letak da

kedua hutan terhadap Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada cambar
.Keterangan lebih rincitentang kedua hutan marga tersebut misal tentang sejaia

pengelolaannya, peran masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan huta

marga secara lestari akan diuraikan pada sub-sub bab berikutnya.

1/ Masih merupakan data sementara hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh Watal;
2009. Belum dapat dijadikan referensi resmi untuk menentukan luas kawasan hutan marga
yang meliputi Pekon Sukarami, Bakhu dan Bedudu tersebut.
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1,2.Selarah PCnge101aan Hutan)Iarga;Tradisi aJf yang di■ Ta三3■■■

ハノlerlyusuri lく edua hLitar: こerse_jLit, ta,lPak、 vilayain llむ tan yこ ng tertata

dengan rapi,Tata rua1lg hutan― arga tefbagi dengan ielas dan nlei■ perlihat:(3n

bebel‐ apa fungsi tata gLIna lahan.  Blol( pen■ LI,(irnan dengal]rul■ 8h―「じi,こト

Panggung kayu khas Lampung B3rat tertata rapi cli lく :「1-|(ana1l sepaniang ialar:

peko「
'′,sedangkan sawah― sawah yang menghttaり,kebun″ adang yang subur

iDerbatasan dengan hOtan l‐ larga dan sekaligtls lmeniadi daertth pe3yangga

(bビ″e″οβe)bagi kawasan httan marga mereka.Secara keseluruhan′ kawasan

hJtal‐ rn2rga)驚 eng9111:1lgi、 viiayah pemuk::nt‐an dan areal bl_diday3、 〃arg_41.

Hじtan―!lutall marga tersebut itga ttertipakan  bagian dari SI」 b DAS

プヽVay Settangka yang berhulu di dat_lian tingg: Pesagi′  Lanl‐Jung 3a「at. H utan

yang lDerada di ketirlggian antara 8oo - 1120 :lnetel di atas peri■ 3iくaan iaLit

(mdPi)memiliki Suttber alr yang diper:ukan oleh saWan sawah dan kebutuhan

rじ舶ahtarlgga yang berat4a di pekorl dar)sel(ita「 1lya.Dengan dettnikian l(eberadaan

hutan yang ada di kal■ pじ ng mereka nleniadi penting, mengatur tata a'「 untulく

sawah dan lηeniaga kelembaban suhu bagi kebun lrlereka、 Ni18:penting hutan

diperkuat dengan kondisi dilapang karena sebagian besar pendtiduk memnilく
i

mata pencaharia1l sebagai petan:,ba:k petanisaぃ √8h rnaupun beriく elDun`

1.2.1.Seiarah Keberadaan Hutan

Masyarakat lokai bermukim di 4(empat)pekOn di sektar hutan tTlalga

tersebじ t, yaitu l Pekon Sukarame, Pekon 3edヒ idし !′  Peko喬 Bakhtl, clan Pekon

Sukaraia bel‐asal dari satu ketururlan yaitlu r¢ arga βυa/3C―′夢■tuわ. A71asya「 8kat

iOkEall ttarga tersebut tersebar di bebera「 _la v′ ilayah pekon di Lar― pung Baraし
,

terutama diャ vilayah iく ecalη atan Batu Bralく dan Kecamatan Beialau.Secara urndnl,

masyarakat di 4(elmpat)ひ″layah pekon tersebut mel■ lliki tataguna lahan yang

2 y'Pekon sarna dengan Desa, merupakan istilah yang dipakai oleh l{abr-rpaien Lampung Barat

Tietifi;: ,4.r{at fl.etrye{oli lfittan: 'P,ffiO Xleniafi .lt*ttu t4i[ifiat



sama yaitu peruntukkan bagi pemukiman, kawasan budidaya dan kawasan hutan

'narga.

1,.2.1..7. Wilayah Flutan Marga Pematang Bakhu

Secara administratif Pekon Bakhu dan Bedudu diresmikan pada tahun

'950, merupakan bagian dari Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Utara,

'.eresidenan Lampung. Sedangkan Pekon Sukarame merupakan pemekaran dari

rekon Bedudu. Lokasi hutan marga di Pekon Bakhu, Bedudu dan Sukarame

.rerupakan satu hamparan dalam bentuk punggungan yang diberi nama Hutan

r:matang Bakhu, dan berbatasan secara administratif di antara ke tiga pekon

.=rsebut. Pel<or-r Sukarame terdiri atas 5 (lima) kedusunan, dengan iuas secara

.Cministratif sebesar 327 hektar (belum termasuk hutan marga), dihuni oleh z5o

.K yang terdiri atas t.3to jiwa. Pekon Bedudu terdiri atas 5 (lima) kedusunan, luas

=dministrasi 550 hektar (belum termasuk hutan rnarga), dengan jumlah penduduk

.ebanyak 963 jirva. Pekon Bakhu memiliki luas secara administratif sebesar 84t

^ektar (belum termasuk hutan marga), terdiri atas 1o (sepuluh) pemangku, dan

:mlah penduduknya sebanyak 794 iiwa.

Hutan yang berada di pekon Sukarame, Bedudu dan Bakhu secara

,rpografis berada di Pematang Bakhur/. Hutan marga di Pematang Bakhu

:iperkirakan memiliki luas sebesar 75o,95 Hektar4/ dan berada pada ketinggian

:ntara 8oo - tt:o meter di atas permukaan laut (mdpl). Hutan tersebut menjadi

sumberairbagi sawah-sawahdibawahnyadanyangberadadipekonsekelilingnya.

:lutan tersebut juga merupakan bagian dari Sub DAS Way Semangka yang

:erhulu di dataran tinggi Pesagi, Lampung Barat.

: 
,i Sumber : Peta Wilayah Indonesia, BAKOSURTANAL, helai No: 1010 S3_Liwa

:/Masih merupakan data sementara, untuk menentukan Iuas pematang bakhu masih
membutuhkan pengukuran ulang dan berdasarkan kesepakatan tokoh adat wilayah
Sukarami, Bakhu dan Bedudu

l,gtiFgl fl[at Tlengefo[a !{utan; A.f.AA \lenja[i Suatu cPt[ifian 5



Secara umum penduduk Pekon Bakhu, Bedudu darr Sukarame

bermatapencaharian sebagai petani, baik petani sawah maupLnr berkebun.

Mata pencaharian utama masyarakat adalah sebagai peiani kebun kopi. Selain

itu sebagian masyarakat juga memiliki sawah. Kepemilikan sawah berdasarkan

warisan yang diturunkan dari orang tua kepada anak tertentu, sehingga pada

generasi berikutnya, tidak semua kepala keluarga memiliki sawah. Hasil padi

sawah tidak untuk dijual, biasanya hanya untuk konsun.rsi rumah tangga. Selain

berkebun kopi dan bertani padisawah, sebagian masyarakat memiliki penghasilan

sampingan dari perikanan dan beternak kambing dengan pcla tradisional.

Mereka juga berdagang warung dengan konsumennya adalah masyarakat yang

tinggal di dalam dan sekitar pekon tersebut. Menurut masyarakat, alokasi dari

hasil matapencaharian utama sebagai petani kopi biasanya digunakan untuk

memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer atau utama, antara lain: pendidikan

anak, kebutuhan rumah tangga (sandang, pangan, dan papan), memenuhi

kebutuhan alat dan sarana produksi pertanian.

1.2.1.2. Vzilayah Hutan Marga Sukaraja

Pekon Sukaraja merupakan salah satu pekon yang menjadi bagian

dari wilayah Kecamatan Batu Brak. Berdasarkan sejarahnya, pekon tersebut

merupakan pemekaran wilayah dari Pekon Turga dan diresmikan sebagai desa

definitif pada tahun t934 dimana saat itu masih merupakan wilayah administratif

Kabupaten Lampung Utara. Bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten

Lampung Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara

pada tahun t99t, maka Pekon Turga menjadi bagian dari wilayah administratif

Kabupaten Lampung Barat. Masyarakat Pekon Sukaraja juga berasal dari

keturunan marga yang sama dengan masyarakat Pekon Sukarami, Bakhu dan

Bedudu, yaitu dari Marga Buay Belunguh. Pekon Sukaraja terdiri atas 4 (empat)

pemangkuanikedusunan dan dihuni oleh tz7 KK yang terdiri atas 539 jiwa (Profil

Pekon Sukaraja, zoo8).
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Hutan marga Pekon Sukaraia memiliki luas sebesar 65,33 hektar dan

::rada pada ketinggian 850 - 1035 mdpl. Hutan tersebut berada di kaki gunung

r:sagi, dan juga merupakan bagian dari Sub DAS Way Semangka yang berhulu

- dataran tinggi Pesagi, Lampung Barat' Bagi masyarakat Pekon Sukarala,

-enjaga hutan marganya sudah meniadi kervaiiban karena pada kawasan hutan

^liah mereka dapat menganrbil kayu untuk bangunan rumah mereka. Ber-beda

-.ngan hutan marga yang ada di Pematang Bakhu, yang berada di punggungan

:.lkit, hutan adat Pekon Sukaraia berada di cekungan bukit (lembah). Aturan

- <al tentang perlindungan hutan marga setempat sangat berperan meniaga

:lestarian hutan tersebut. Jenis-jenis kayu yang masih ada di kawasan hutan

::-sebut diantaranya: kayu tenam, cempaka, beberapa jenis rotan dan bambu.

Sumber mata pencaharian utama masyaral(at Pekon Sukaraia adalah

.=cagai petani kopi dan lada. Sedangkan matapencaharian sampingannya

.:alah petani sawah dan ternak sapi serta kerbau yang masih dilakukan

-=ngan pola tradisional. Hasil dari matapencaharian sampingan di iual sebagai

..nbahan pendapatan. Hasil matapencaharian utama sebagai petani kopi dan

.da digunakan untuk memenuhi kebutuhan antara lain sekolah, kebutuhan

- :seharian rumah tangga, dan yuga untuk memenuhi kebutuhan alat dan sarana

: -oduksi pertanian.

Jenis vegetasi yang terdapat pada hutan marga Sukaraia lebih banyak

-ai-i pada yang terdapat di Pematang Bakhu, Di dalam kawasan hutan marga

S:karaia, selain jenis kayu yang ada relatif sama dengan jenis kayu campuran

.ng tumbuh di Pematang Bakhu (Racuk, Klutum, Medang, Tenam), Sukaraia juga

-.emiliki beragam jenis Rotan dan bambu.

Keberadaan hutan marga merupakan warisan secara turun-temurun

:ari leluhur marga mereka. Para leluhur, mewariskan hutan tersebut untuk

: manfaatkan sebagai sumber kebutuhan kayu bagi masyarakat lokal di wilayah

:emukiman marga. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap ketersediaan

-=yu membuat rnasyarakat lokal sangat mematuhi aturan-aturan marga mereka

Ktttl1o,4l{at L\lerge[o[a 1{utan; {EeDA fllenja[i Suatu Qtfifian 7



terutama dalanl hal pemanfaatan kayu.

Aturan yang ada menielaskan bahwa orang luar marga tidak diり inkan

untuk memanfaatka, kayu tersebut, dan kayu dari hutan marga hanya

diperuntukkan bagi kebutuhan rumah tangga di dalarn pekon.

“ρenataan sepertiゎ /ψttriska月 [urunternu則 月め″廟οメr7g kam/

dengar7 ρeЛげmbar7gan keserimbangar7 dar7 kereStari3月 a々 V1/25ar7.ι eノ Lrわ υr

daん Lf′lJ membuat alurar7わ aん wa′ わυlaF7 diSediaka77 Lrr71υ kρ ersediaan々a/tr

pertrmaわ ∂η′dan seFa′ 月seわaga′ kerersediaar7∂ ′r υr7ttr々 ρersavyattar7 dar7

rumaん tarlgga.rida々 dim′ノニkFpeseO用 曜夕n teねρ′merLrpak9月 m〃k ma4ga

bersamasama υtttu々 dimLnfaa飲∂Л secara bersama`ama''

(Bapak Arlら tokOh masyarakat Pekon sukarala,2009)

Tetapi, berdasarkan survei dan pengamitan yang telah dilakukan di lapangan,

khusus diwilayah hutan Sukarala dttemukan adanya patokbatas didalam kawasan

hutan tersebut.Halini pedu dicermaJ lebih laniut karena dapat membeH makna

bahvva hutan tersebut mOrupakan bagian dari ka、 ヘノaSan hutan Negara. Perlu

dilakukan pengamatan dan klariflkasi lebih laniut mengenal keberadaan patok

batas tersebut,apakah rnungkin telah teriadi pё「ubahan tata bltas terkait dengan

reVisi TGHK pada tahun 19917. Perlu diskusi antara pemerintah dan masyarakat

adat se,a pihak_pihak yang terkaた secara lebih laniut mengenai halini sehingga

benar‐benar dapat diketahui status hutan Sukara,a.Berdasarkan kondisiini maka

uralan laniut tentang kemungkinan pengembangan skema REDD pada bab‐ bab

berikutnya hanya akan berfokus pada hutan yang benar‐ benar sudah dipastikan

sebagal hytan hak atau bukan hutan Negara.   .

1.2.1.  Kearifan dan Pesan Leluhtr yang Berbuatt Kelestarian I― Iutan

丁erlepas dari berbagal aturan yang sudah ada dan pesan― pesan leluhur,

masyarakat lokal memiliki berbagai peTepSi tersenditt mengenai keberadaan

hutan marga mereka. Bagi masyarakat Pematang Bakhu dan Sukarala,
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=:eradaan hutan tidak hanya sebagai kumpulan tegakan berbagai spesies

:..Jpun campuran vegetasi. Bagi mereka, hutan memiliki nilai-nilai tatanan

._,ral budaya yang berhasil membangun sendi kehidupan bermasyarakat yang

'-:-:nonis. Karena keberadaan hutan marga tersebut kehidupan bermasyarakat

-::eka menjadi solid, mereka menjadi manusia yang patuh pada kesepakatan

:-sama, menghormati perjr-rangan Ieluhur yang telah mewariskan hutan secara

_-Jn-temurun, dan memahami bahwa hutan adalah bagian dari hidup mereka.

Sumberdaya hutan sudah meniadi bagian dari sistem kehidupan mereka.

:rapa tidak, karena selama ini hutan memiliki fungsi yang terkait langsung

=ngan hajat hidup sehari-hari, berikut beberapa persepsi masyarakat lokal dalam

‐̂`emandang keberadaan hutan mereka adalah:

暑  月L」 [∂ n sebagaF caご∂17gan ka/tl υritUk kebυ
=Lf17an papa17.  Pendapat ini

merupakan prioritas terpenting bagi masyarakat lokal. Hampir keseluruhan

rumahぃ/arga rnerupakan rumah panggung yang terbuat dari kayu. 4ヽaterial

rumah kayu tersebut berasal dari leniS kayu yang berkualitas, antara lain:

」ati besi, KIutunη ,「νledang. Hanya sebagian kecil yang telah merenovasi

rumah dan menggantikan dengan dinding bata.  Kebutuhan kayu yang

berkualiats tersebut didapat dari hutan marga mereka yang rnemang salah

satu peruntukkannya sebagal persediaan kayu.  01eh masyarakat :okal,

pemanfaatan kayu― kayu tersebut diatur dehgan aturan tersendiri.  Selain

kayむ ,masyarakat iuga memanfaatkan bambu dan rotan daH hutan,untuk

kemudian dibuat meniadi perangkat rumahtangga,seperti keraniang.

0  〃utan seわ aga/ρ en/angga d∂″ taη a/7′Of7gsο
「

 A/1enurut masyarakat lokal,

keberadaan hutan iuga berfungsi sebagai pencegah bencana erosi dan

10ngsor. Tegakah pepohonan yang terdapat di hutan― hutan marga rnereka

diyakinidapat mencegah tettadinya kelongsOran ataslabilnya tanah di wilayah

mereka.Demi mencegah tettadinya kelongsOran tersebut,masyarakat

sepenuh hatillnempertahankan keberadaan hutan marga mereka.

't1a:i|a,Adat 9)tenge[n[a !{utar; @$OO tutenjali Suatu Qi[ifian



:  
″tJtan sebagaF dae"わ cadar7gan aルl MasyarakatiOka:sa∴ gat rnengandalkan

ketirSedi6an al「  dari hし tan vntuk memenЧ hi kebutЧ ぃan rumah tangga,
pertanian termasu卜

 mengaitt sawah di pekon dan sさ kttarnya. Hattpir

seluruh pemenuhan ke,utuhan kehiduPan yang berhugungan dengan air

mengandalkan keberadaan hutan marga sebagai vv‖ ayah cadahgan dan
reS,pan air. Berdasarkan keterangan yЪ ng diberikan,belum pernah vv‖ ayah
tersebut mengalanli kekurangan air, balkむ ntuk kebutuhan rumaA tangga

甲aupu,persawahan.

・  ″υヤη Sebaga′ ρftta綸ヵattgわ (″わC/breao khususnya di wilayah pesた け
,

m,Syarakat iuga memiliki persepsi bahvva tegakan pepOhOnan pada hutan

iuga berfungsi sebagai pematah angin,Sehingga dapat ttelindungi wilayah

lemb,h dan pemukiman dan gerangan angin kencang.

Bagi penduduk sukarame,BedLdu, Bakhu dan sukarala,meniaga

keberadaan hutan rnarga mereka bukanlah rnerupakan hal yang su‖
t,sepaniang

peraturan yang lela,ditetapkan dipatuhi bersama. selama ini,peraturan adat

yang sudah ada dianggaP cukup ampuh untuk meniaga keleStarian hutan marga

mereka.

Penerus keturunan Marga βυay geノυttgυんソang unggal di 4(empat)
pekon menyebut hutan marga rnereka dengan nama tersendiri yaitu``Pe′

υrihar7".

Pelutihan menlili卜
lrnaknasebagal hutantua tempattumbuhnya kayu,cattangan

kayu dan  harus dilaga kと lestarittnnya.  lstilah tさ rsebut sudah diberikan dan

digunakan Oleh leluhurrnereka. Ada sy,「
at‐syaratteAentu untuk rnemanfatttkan

kayu d]ri pelutihan.s,laih pengaturさ n syaratpemanfaatan,adajuga tyarat‐ syarat

yang mengatur status pemanfaatan.  Kemudian diketahui adanya pё
rubahan

peraturan dalam pemanfaatan kayu. semula kayu hanya bOleh dimanfaatkan

oleh masyarakat10kal di dalanl pekoh,namuA saatini Orang luar atau pendさ
taムを

ternyata luga dapat Temanfaatkan kayu pelutuihan tersebut, dengan syarat

tertentu. Hal ini teriadi Seiak aiberiakukannya aturan adat yang disep:kati

Keti(e A[at l+tenge [o[a 1{utan; p{EeO. n4eniadi S tutu thfifiatr10



pembe‖ akuannya selak tahun 1982,yattu peraturan adat tentang ttfa(b口

Penge/ο /2an〃 υtar7ハご∂́ ′ Hal― hal yang diatur secara khusus dalam peraturan

adat tersebut antara lain mengenai akses pemanfaatan kayu bagi pendatang.

|lka ada orang luar,yang kemudian menikah dengan anak gadis atau buiang yang

berasa!dari masyarakat lokal pekon,dan kemudian memutuskan berrnukirn di

dalam pekon tersebut,maka orang tersebut disebut dengan istilah''S177ar7d∂ ".

Dengan demikian orang tersebut dianggap telah meniadi masyarakat Pekon,

maka orang tersebut meniaditurut memillki hak untuk memanfaatkan kayu dan

Delutihan untuk membangun rumah mereka.Tetapi mereka diwalibkan untuk

melη bangun rumah hanya untuk di dalam pekon dan kayu yang diambil bukan

tntuk membangun rumah diluar pekon.Tetapi lika menikah,kemudian pergi

、eluar peК on atau merantau dan百 dak bermukim atau menetap di dalam pekon

tersebut,maka mereka disebut dengan ist‖ ah''TLrdatr"dan mereka tidak punya

nak untuk memanfaatkan kayLl dari hutan rnarga.Peraturan semacam ini dibuat

」engan alasan selain memang untulく kebutuhan pemukiman keluarga‐ keluarga

baru,luga untuk mencegah dibawanya kayu― kayu tersebut keluar wilayah pekon

ian kemudian dillnanfaatkan secara komersill.

Hal yang sangat mengagulη kan, dan iuga menggambarkan betapa

D「 oses sosialisasi dan komunikasi antara kaum tetua dan kaum muda tettalin

」engan bagus, tergambar datt pemahaman keberadaan dan fungsi hutan pada

e、
′el pemuda dan anak― anak.  Tanyakan kepada anak muda atau anak― anak

」sia Sekolah Dasar(SD)mengenai kegunaan dan keberadaan hutan marga

mercka,maka mereka akan memberlkan informasi yang relattt sama dengan

ang dipahannitetua mfreka. Anak‐ anak tersebut sangat paham tentang fungsi

「utan,larangan dan kewaliban mereka terhadap hutan marga.Haltersebut tidak

lerlepas dariintensifnya komunikasi dan sosialisasi yang d‖ akukan para orang tua

:r'Dokumen aturan adat yang dibuat oleh masyarakat Sukaraja tidak ditemukan, tercecer
iarena dipinjam, dan masyarakat tidak memiliki salinan dokumen tersebut.

～
ι′を′漁

`91ビ
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terhadap keturunan mereka. Di 4 (empat) pekon tersebut, menjadi kewajiban

bagi para orang tua untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda

atau generasi penerus mengenai tradisi dan pesan leluhur dalam menjaga dan

memanfaatkan hutan marga mereka. Hal ini menciptakan rangkaian pemahaman

yang secara turun-temurun dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh
generasi berikutnya. Mqkanisme komunikasi yang dibangun sedemikian rupa

menjadi sebagai salah satu benteng kekuatan masyarakat lokal dalam menjaga

kearifan aturan dan kelestarian hutan marga-mereka.

" Kami seperti memiliki kewajiban ying tidak tertulis untui menyampaikan

dan menanamkan pemahaman kepada anak-cucu kami tentang fungsi dan

manfaat hutan marga kami. ltu sudah seperti nyanyian yang berulang-utag kami
putar tanpa rasa bosan. Dan hal tersebut dipatuhi dan diikuti deingan baik oteh

keturunan karni berikutnya" (pak Hapzon, peratin pekon sukaraja, zoo9)61.

Mengapa hal tersebut dilakukan berulang-ulang, dari generasi ke

generasi, tanpa rasa bosan? Alasan yang sangat sederhana namun berdampak
sangat besar bagi kehidupan, adalah ketergantungan masyarakat lokal yang

sangat tinggi terhadap keberadaan hutan marga mereka, baik sebagai sumber
atau penyedia kayu bagi perumahan warga, maupun sumber pemenuhan

kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kepatuhan tersebut membuahkan hasil,

antara lain terciptanya sebuah landscape (lanskap) yang sangat indah, tutupan

hutan yang dipenuhi berbagai macam vegetasi jenis kayu, bambu, rotan, dan

tanaman hutan lainnya. salah satu keindahan lanskap hutan marga riapat dilihat
pada gambarz. Diwilayah perladangan dan kebun terdapat kombinasitanaman

dengan sistem multistrata komplek yang membentuk suatu lanskap indah, dan

di bagian lembah terhampar pesawahan yang asri dan pemukiman yang teriata
rapi. Komposisi vegetasi yang beranekaragam sedemikian rupa membentuk

6/ sebagaimana juga disampaikan informan lain seperti Bapak Arbi, pak Asbahani, pak
Barnian, dan Pak Barzah
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strata kanopi yang indah.KavJasan hutan marga bahkan menyirη pan kekayaan

berbagai ttnな kayu,beberapa di3ntaranya ad81ahi R3c」 k,Klut感 :可Jau besi(角解′

路めぐraceaF),Medang(4「 gea θ

“

戸お孵),■nam(AttOρ Fe甲 甲∂gノηョfa),yang

meruPakan kay8 khas Lampllng yang bernilai ti:lggi dan iく eberadaannya kini

semakin iangka.

Garnbar 3 : Keindaharr Lanskap di Sukaraja

て
`′

紙ィメぬ F iV●口″Iブレタレr″ r「 武

`ら
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Kebe‖aniutan atas fungsi dan ″lanfaat :lutan marga men3pttnyai

tantangan yang harus cliantisIP35i Seiak dini. Dengan semalく ,1l bertattbah,ya

populasi  lく arena  l(elahi「a1l  maka  keperpilikan  saぃプah  senlakin  iη en毬 1・ Ll,1

lJasannya. Dilく haぃ/atirka1l bah,va masyaralくat lokal alく an memerluhil(ebutuhan

kehidupannya dengan mengambil hasil hutan secara berlebihan. 」iI(a pada

zaman dahulu setiap rumahtangga dipasukan memil:ki sawah,maka sekarattg

tidalく semua rumahtangga nlenlil:ki saゃ vah, bahkan hanya seba〔lian keCil yang

町nerlnilikl. Keberadaan sa、 ハノah tetaP,tetapl kepernilikan sa、 ′́ah tersebtlt kemudian

diいノariSIく an kepada ketり runannya. Karena luasan areal persa、 ^/ahan yang tetap,

mal(a savギa1l biasanya diぃ /ariskan lく epada aliak terttla. TLlgaS anak tertua tlntuk

mengelola dan lnengatur pembagian hasil sa、 ハノah di da:am ke:uarga berdasarkan

keSe13katan.Hasil Padisawah゛ dak untukご 球ua路 biasanya hanya untuk konsul■ si

rumah tangga.

｀1.2.KePttt=San Adatyang NIcmbingk憂

BeⅢalannya kesinambungan ekoJstem di wnayah Pematang 3akhu

dan sukarala,轟 dak tenepas dan kontrOl tetua adat dan tokoh masyarakatlokal.

Secara arif, Para tokoh Panじ tail te:・ sebut mengeluarkan aturan‐ 8turan yang

kemudian didokulpentasikan dalam bentuk kebttakan 10kal atau kebttakan pekon,

yang kemudian dipatuhi oleh selじ ruh marga. Beberapa aturan tersebut antaFa

lain:

1.Keputusan Peratin Pekon SukaFamち NoI P′o04′ KPTSノ ひげ2002,Tentallg

Peraturan Pekう綺Sukararili yattu Hasil Hutan Lindung Milik PekOn Sukarami dan

Perikanan setta Keamanan Pekon.

2. PeFaturan Pekon Bedudu Kecalllatan Belalatl′  Kabupaten La油 pung

Barat, Nomor o3 tahun 2005,丁 entanbd Kehむ tanan,TanarT離。narllan‐ dan Buah―

buahan.

3・ Peraturan Pekoll 13akhu Kecamatan 3elalatl KabLlpaten Lampung Barat
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-:r-ror 141/oo3/KPTS/BKH/H/Tahun 2o06, Tentang Pengelolaan Hutan Rakyat atau

-,:an Marga Pekon Bakhu.

Model pengelolaan hutan marga yang diterapkan oleh masyarakat lokal

=-sebut telah diakui oleh pemerintah daerah, baik Provinsi Lampung maupun

=t!paten Lampung Barat. Pada tahun zoo3, Masyarakat lokal Pekon Sukaraia

-=ndapatkan penghargaan penyelamat lingkungan dari Pemerintah Provinsi

-:-rung, dan pada Agustus zoog Cubernur Lampung memberikan penghargaan

--::i Kalpataru (penyelamat lingkungan) kepada masyarakat lokal pengelola

- -:an Marga Pematang Bakhu.

. Hidup datr Betmasyarakat bersama Ftrutan

Tokoh adat atau tokoh masyarakat lokal dan aparat pekon sangat

'peran dalam mengatur arus lalu lintas pengelolaan sumberdaya alam (SDA),

- mereka juga turut menjaga, merawat dan melestarikan hutan marga. Pada

-rses pengambilan keputusan, peran yang terpenting terdapat pada tokoh

-=syarakat lokal, adat dan perangkat pekon yang bertugas untuk memimpin

- -s'.,awarah pekon dalam pengambilan keputusan.

Matapencaharian utama masyarakat lokal adalah sebagai petani

:3un, dengan tanaman utamanya adalah kopi. Selain berkebun kopi dan

-::tani padi sawah dengan pola tradisional, sebagian masyarakat lokal memiliki

, =nghasilan sampingan dari beternak kambing. Sebagian masyarakat Iokal

:''nva memanfaatkan danau-danau kecil yang ada di sekitar areal persawahan

-:tuk menebar benih ikan. Di daerah pemukiman dapat iuga ditemui usaha

-:'dagang berujud warung dengan konsumennya adalah masyarakat lokal

: dalam dan sekitar pekon tersebut. Menurut masyarakat Iokal, alokasi dari

-asil matapencaharian utama sebagai petani kopi biasanya digunakan untuk

^:emenuhi kebutuhan-kebutuhan utama, antara lain: pendidikan anak, kebutuhan

-:mah tangga, dan pembelian kebutuhan alat, dan sarana produksi pertanian.
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Dengan pola pertanian dan perkebunan yang mereka jalani selama ini,

terbersit keinginan untuk melakukan peningkatan ekonomi rumah tangga dari

hutan marga. Tetapijika yang dilakukan adalah ekstensifikasi, maka ketersediaan

Iahan menjadi masalah buat masyarakat lokal. Hutan yang tersedia hanya

ditetapkan sebagai penyedia kayu bagi kebutuhan papan pemukiman warga.

Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap keberadaan hutan mereka, dan

peraturan non komersiil yang bersifat merusak hutan harus merteka patuhi.

Masyarakat lokal sesungguhnya ingin mendapatkan nilai ekonomi yang lebih

dari keberadaan hutan marga mereka, tidak sebatas hanya sebagai penyedia

kayu untuk skala subsisten di dalam pekon mereka. Tatanan berkehidupan yang

terbangun antara hutan dan kehidupan berhasil memperkuat nilai-nilai social

atau budaya dan ekologi dalam diri masyarakat. Nilai-nilai ekonomi dari hutan

marga belum terbangun secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat lokal.

sampai dengan sekarang skema peningkatan nilai ekonomi hutan tersebut belum

diketemukan, yakni bagaimana meningkatkan nilai ekonomi sebuah hutan tanpa

merusak vegetasi dan satwa di dalamnya.

Tuntutan ekonomi yang berbanding lurus dengan desakan tekanan

terhadap kawasan hutan oleh perambah dari luar pekon menjadi beban berat

tersendiri bagi masyarakat lokal terutama dalam hal menlaga keamanan hutan

mereka. Bahkan tidak menutup kemungkinan berpeluang terjadinya tekanan

dari dalam pekon untuk mengkonversi hutan marga mereka. Masyarakat lokal

menghadapi kenyataan bahwa kelestarian dan kesuburan lahan wilayah hutan

adat tersebut menjadikan ketertarikan bagi sebagian.pihak lain untuk melakukan

tekanan pembukaan hutan marga oleh masyarakat dari luar wilayah. Misalnya,

pada tahun t988 sekelompok masyarakat lokal "Sugihan" melakukan pembukaan

Iahan pada hutan di wilayah pekon Sukarami, kawasan hutan pematang Bakhu.

Tetapi hal tersebut dapat dicegah oleh tokoh adat bersama tokoh pekon dan

masyarakat lokal Sukarami.
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Men jaga dan mengelola hutan marga bukan halyang sulit bagi masyarakat

-'rai. Tetapi walau bagaimana pun timbul kekhawatiran terkait hal yang berada

- :ar kemampuan mereka. Untuk membuat keberadaan hutan tersebut tetap

=- amin keberlangsungannya, maka tantangan yang dihadapi oleh masyarakat

-.rai adalah menjaga keseimbangan biofisik. Terkait hal tersebut, sejumlah

'=<rawatiran masyarakat lokal dapat di jadikan tantangan, misal keberadaan

, =trerapa spesies yang dikhawatirkan akan musnah jika tidak dilakukan pengayaan

='richment planting) dalam hutan marga. Menghadapi rencana-rencana sepefti

=-sebut, masyarakat lokal membutuhkan bibit yang akan ditanam kembali untuk

-:-jaga keberlangsungan jenis-jenis vegetasi kayu yang ada.

"jika hanya menjaga hutan kami tidak masalah, tetapi yang kami
'^e',vatirkan sekarang adalah bagaimana keberadaan persediaan kayu kami ke

,?ean. Jika dipanen terus menerus, t.etapi tidak diimbangi dengan penyulaman

=2engayaan), maka lama kelamaan akan berkurang kayunya. Kami mohon

:sediaan pemerintah atau pihak ketiga untuk membantu dalam rencana kami
-'' (Aparat Pekon dan Tokoh Adat di wilayah pematang Bakhu dan sukaraja,

. a,,vancara, zoog)

1,1. Wujud Kepedulian Pemerintah terhadap Hutan Marga

selama ini program bantuan pemerintah kabupaten berupa bantuan

- -:puk subsidi untuk petani padi sawah, dan praktek pengelolaannya langsung

-tangani dan dikelola oleh kelompok tani. perangkat pekon tidak ikut berperan

:ada program tersebut. Sedangkan.di pekon sukarami, jenis Kelompok yang

.erdapat adalah kelompok tani sawah yang dibentuk oleh penyuluh perianian. Di

. .'ilayah tersebut juga terdapat kelembagaan tingkat Iokal lainnya seperti kelompok

:risan dan pengajian. Dengan demikian, sesungguhnya kepedulian pemerintah

:erhadap kelestarian hutan marga masih minim karena sejauh ini hampir semua

lrogram pembangunan hutan di 4 (empat) pekon merupakan inisiatif masyarakat

'K L:tiFg J[at glet 
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Iokal dan tidak berhubungan sama sekali dengan pernerintahan di tingkat pekon

atau bukan merupakan bentukan aparat pekon.

L.5.L. Program-program bantuan yang pernah diberikan oleh pemerintah

Pada tahun zoog sudah ada program bantuan yang spesifik untuk

pembangunan dan perkembangan kawasan hutan adat di wilayah Pekon Sukaraja

Kecamatan Batubrak yang diberikan oleh Dinas Kehutanan dan PSDA Kabupaten

Lampung Barat. Bantuan berupa 78oo bibit Cempaka dan 78oo bibit Suren yang

berfungsi untuk peremajaan atau penanaman kembali pada kawasan hutan

marga yang sudah berkurang iumlah kayunla.

3. Program bantuan pupuk subsidi dari pemerintah kabupaten untuk

Pekon Bedudu, Bantuan tersebut diperuntukkan untuk petani padi sawah, dan

langsung dikelola oleh kelompok tani sedangkan perangkat pekon tidak ikut

berperan pada program tersebut

1.6. Reducing Emissions from Deforcstation and Forest Degradation

(REDD), Apakah SebuahJawaban ?

Pendapat menyatakan bahwa penyebab deforestasi hutan bermacam-

macam dan kompleks serta bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lain. Tekanan

lokal muncul dari masyarakat lokal yang memanfaatkan hutan sebagai sumber

bahan pangan, bahan bakar, dan lahan pertanian. Kemiskinan dan tekanan

penduduk dapat mengakibatkan hilangnya lapisan hutan, yang kemudian

membuat orang terperangkap dalam kemiskinan yang terus menerus. Sementara

jutaan orang masih menebang pohon untuk menghidupi keluarganya, di sisi

lain penyebab utama deforestasi hutan yang saat ini semakin meluas yaitu

meningkatnya aktifitas pertanian berskala besar yang didorong oleh permintaan

konsumen.T/

7 Buku Redd + Mini, Global Canopy Program, 2009
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Secara global, proses deforestasi dan degradasi Iahan berlangsung

=-us-menerus sehingga berdampak terhadap perubahan iklim. Beberapa upaya

.rg dilakukan dalam mitigasi perubahan iklim tersebut antara lain dengan

--libatkan masyarakat lokal untuk turut aktif berperan di dalamnya. Beberapa

-=<anisme yang ditawarkan diantaranya adalah Clean Developrnent Mechanism

-),\{), dan Reducing Emission from Deforestation dan Forest Degradation

llD), Berdasarkan program nasional yang sekarang sedang didorong untuk

- <embangkan di beberapa wilayah di lndonesia menjelang pasca Kyoto Protocol

:-Jn 2012, rnaka mekanisme REDD memiliki potensi untuk dikembangkan di 4

=-pat) pekon tersebut di atas. Skema REDD diharapkan akan dapat mengatasi

:-lbahan iklim dan kemiskinan di daerah pedesaan atau pekon dan dalamwaktu

=-samaan juga melestarikan keanekaragaman hayati dan meniaga jasa-jasa

.- :sistem yang penting.

lde utama REDD adalah bahwa negara yang ingin dan mampu

-=-gurangi emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan seharusnya

::rikan kompensasi secara finansial karena sudah melakukan upaya

--=-urunkan deforestasi dan degradasi hutan (Steny,2oo9). Bagaimana dengan

- .s,,'arakat lol<al marga Buay Belunguh yang secara turun-temurun, men.iaga

- -:an marga mereka sehingga terhindar dari deforestasi dan degradasi hutan?

: =:ara kualitatif, sistem perrgelolaan hutan oleh masyarakat lokal marga tersebut

. 
=s 

ielah rrenyumbang penurunan laju kerusakan hutan dan alih fungsi Iahan

:::r bahkan menghindarinya dari adanya kerusakan hutan yang parah.

Aplikasi skema REDD dapat dijadikan peluang bagi masyarakat lokal

-:uk mendapatkan tambahan nilai ekonomi dari keberadaan hutan mereka

''ena selama ini roda ekonomi masyarakat lokal hanya mengandalkan pada

=:un kopi. Di sisi lain, terber sit keinginan untuk mendapatkan nilai tambah

-=-r hasil hutan, tetapi hal tersebut tidak dapat mereka lakukan, karena akan

, =-dampak pada degradasi hutan marga mereka. Tapi, adakah peluang bagi

-:svarakat iokal untuk turut berperan dalam skema REDD ?

\r:tiFgldat'),ten11e[o[a']{utan; QgrDA fllenja[isu.atuhtifian 1 I



Dan apa kata masyarakat lokal wilayah pematang Bakhu dan sukaraja

tentang REDD?

" Kami tidak tahu apa itu REDD, mendengar baru kali ini. yang kami tahu,

kami harus iaga hutan kami, karena kami sangat bergantung ter.ladap keberadaan

hutan tersebut. Jika memang REDD bisa membantu meningkatkan nilai ekonomi
hutan kami, yang kami inginkan adalah jangan merubah tatanan yang tetah kami
bangun dan kami jalankan selama ini, dan jangan mengambilwilayah hutan marga

kamf' (masyarakat lokal pemitang Bakhu dan sukaraja, Lokakarya ,,Memahami

REDD dan Persiapan Menuju REDD,,, di Liwa, zoog). []
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JaraN PeNleNc MENUJU REDD

Dr. Cristine Wulandari

2.1. Pendahuluan

eberapa model-model kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan

secara lestari oleh masyarafat bisa ditemui di beberapa wilayah di

Provinsi Lampung. Kegiatan yang dilakukan masyarakat pematang

Bakhu dan sukaraja dapat dikatakan menjadi bagian dari sistem pengelolaan

hutan berbasis masyarakat. Hutan Pematang Bakhu dan Hutan sukaraja berada

di lokasiyang disebut oleh masyarakat dengan istilah lokal sebagai hutan marga.

Pemakaian istilah hutan marga di sini adalah witayah hutan yang kepemilikan

lahannya dikuasai oleh marga/masyarakat dan bukan merupakan kawasan hutar

negara. Sfatus kepemilikan hutan dimiliki oleh adat atau ulayat dan merupaka,-

warisan secara turun-temurun oleh leluhur, untuk dimanfaatkan secara lesta:

oleh generasi penerus selanjutnya. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan ole-

masyarakat di hutan marga selama ini dapat digolongkan ke dalam kegiata-

penurunan emisi dari deforestasi (Siswanto, zoro). Hal ini dapat dikatakz-

demikian karena kegiatan mereka adalah penanggulangan kebakaran c=-

perambahan hutan serta pembatasan konversi hutan untuk kepentingan la -

Selain itu dapat juga disebut sebagai kegiatan penurunan emisi dari degrac..

hutan melalui kegiatan pengaturan latah tebang dan pengendalian kon'.=-.

hutan alam yang telah dilakukan oleh masyarakat selama ini.

Lalu, apakah masyarakat marga Buay Belunguh tersebut berpel:.-.
menangkap skema REDD untuk diaplikasikan di hutan marga merekai :
masyarakat ingin melakukan skema REDD maka hal terpenting yang perlu me- . :

pertimbangan adaiah kenyataan bahwa kehidupan mereka sangat terga-:_-.
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dengan sumberdaya hutan mereka. seberapa jauh peruang dan juga ancaman

, ang akan dihadapi oreh masyarakat rokal jika aplikasikan skema REDD, karena
.udah selayaknya merekarah yang akan menjadi penerima insentif utama dari
rerjalannya skema REDD kelak.

Skema REDD seyogyanya menganut azas keadilan dan menghormati hak-
-.:k masyarakat lokal selayaknya yang telah mereka Iakukan selama ini. Dan yang

-ga penting adalah pemahaman masyarakat tentang REDD tidak hanya sebatas
.ebuah skema vang dapat menghasirkan nirai ekonomi, tetapi REDD merupakan
- ak bagi mereka yang telah berjrrang mencegah deforestasi dan degradasi hutan
: kawasan hutan marga mereka.

-.2, Peluang bagi Masyarakat Lokal terhadap Skema REDD

Dalam hal keinginan menerima atau menolak akan skema
,:oerapa peluang yang dapat diambil oleh masyarakat marga
.=:efti:

r' Meraluiskema REDD, masyarakat Iokarakan mendapatkan kesempatan

-=:gakuan atas hak mereka secara formar oreh pemerintah. sarah satu
-::syaratan secara administrasi yang harus dipenuhi dan dikeluarkan oleh

- =inerintah adalah keterangan kepemilikan wilayah. Jika selama ini wilayah hutan
-:rga mereka hanya diakui dimiliki secara adat, maka hal ini menjadi kesempatan

--:uk diakuinya hak-hak mereka atas hutan marga oreh pemerintah. Dengan
:=:nikian akan semakin memperjeras kepemirikan masyarakat atas hutan marga
:=: keberraran akan status hutan marga mereka tersebut

Permenhut no 3o/Menhut_lllzoo9, pasal 9, ayat 1, dengan jelas

-:nyatakan bahwa:

(t) Persyaratan REDD untuk hutan hakadatah :

a. Memiliki sertifikat hak milik atas tanah atau keterangan kepemilikan tanah
-.'i pemda

Ketifut A[dt tt4enge[ofa !{utan; AyEAO %.enjadi SuahL rpififian
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' Tetapi, dalam pemberian sertifikat seyogyanya pemerintah daerah

(pemda) memberikan perhatian terhadap sistem kepemilikan hutan marga

Pematang Bakhu dan Sukaraja yang selama ini dimiliki secara komunal oleh

masyarakat. Selain itu hutan marga tersebut dikelola dengan 3turan-aturan adat,

dan berada dibawah tanggung jawab tetua adat dan tokoh pekon. Maka proses

pemberian sertifikat seyogyanya melalui kesepakatan tetua adat dan sertifikat

tersebut hendaknya dapat mengakomodir kepemilikan tanah secara komunal.

z. Melalui skema REDD, wilayah hutan marga Pematang Bakhu dan

Sukaraia berpeluang dimasukkan dalam rencana tata ruang wilayah. Sebelum

melakukan pemberian rekomendasi terhadap lokasi REDD, pemerintah akan

melakukan penilaian terhadap kebenaran dan status hutan tersebut. Pemerintah

juga melihat kesesuaian antara rencana REDD dengan rencana tata ruang wilayah

lokasi secara administrasi sebagaimana dicantumkan pada Lampiran t. Permenhut

3o/Menhut-lllzoog. Langkah tersebut seialan dan saling mendukung dengan

peluang no t di atas, dan jika lokasi hutan marga masyarakat tersebut dimasukkan

dalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maka semakin kuat pengakuan atas

hak masyarakat terhadap wilayah hutan marga,mereka.

Dalam periode pembangunan kehutanan di Lampung Barat sekarang,

merupakan saat yang tepat bagi masyarakat marga Buay Belunguh untuk

mengambil peluang tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat

sedang dalam proses melakukan revisi Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung

Barat. Berdasarkan diskusi dan hasil lokat<arya "Pemahaman REDD dan Persiapan

Menuju REDD" tahun zoo9, Pemerintih Daerah Kabupaten Lampung Barat

berencana untuk memasukkan wilayah kelola hutan-hutan marga ke dalam revisi

RTRWK (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten).

3. Dengan asumsi bahwa skema REDD dalam skala global, nasional dan

daerah akan berialan sesuai dengan prediksi yang ada maka melalui skema REDD

masyarakat berpeluang meningkatkan taraf hidup mereka dari sisi finansial.
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reningkatan pendapatan terjadi sebagai dampak dari meningkatnya nilai ekonomi
.utan marga mereka. Jika selama ini masyarakat hanya dapat memanfaatkan

<ayu untuk skala subsisten, rotan, bambu dan tanaman hutan lainnya, maka

:lelalui skema REDD masyarakat akan dapat menikmati buah ierih payah mereka

-alam menjaga dan mengelola hutan marga mereka secara turun-temurun.

1.3. Ancaman bagi Masyatakat Lokal dengan Adanya Skema REDD

Selain peluang-peluarrg yang bisa ditangkap, skema REDD juga berpotensi

-eiahirkan ancaman bagi masyarakat lokal, seperti:

t. Skema REDD berpotensi merusak tatanan sosial dan budaya yang

:= ah terbangun,. Nilai-nilai sosial dan budaya melalui pengelolaan hutan marga

::.ara bersama, yang seiama ini tumbuh dan mengakar kuat pada masyarakat

-<al dikhawatirkan akan bergeser menjadi nilai-nilai komersiil yang cenderung

-:ngikis nilai-nilai sosial dan budaya. Selama ini pengelolaan hutan telah
..=njadikan kehidupan sosial dah budaya masyarakat setempat menjadi solid

:.i harmonis. Aturan-aturan yang wajib dipatuhi demi memenuhi persyaratan

-:ngikuti program REDD dikhawatirkan akan merubah tatanan tersebut

Diketahui bahwa di wilayah hutan marga pematang Bakhu dan sukaraja,

.='iapat kesadaran yang tinggi mengen;ii nilai-nilai penting sumberdaya hutan

::: sudah terjaga sejak tahun r9z8 sampai dengan saat ini. Hal tersebut pula

.rg membuat keberadaan hutan tetap iestari vralau masyarakat tetap bisa

-:nggunakan aksesnya dalam memanfaatkan kayu dan tanaman hutan lainnya

:=:i dalam hutan marga tersebut,

z. skema REDD berpotensi melahirkan gesekan horizontal di level

-asyarakat lokal. Hal tersebut cukup riskan mengingat jika dapat menangkap

:=luang REDD maka akan berhadapan dengan masalah financial, terkait benefit

.:aring. Dikhawatirkan akan muncul masalah terkait dengan dikomersilkannya
- -ian marga mereka agar bisa mempunyai peluang mengelola sejumlah dana-
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dana yang didapat rnelaluiskema REDD. Di sisi lain,khusus untuk ap‖ kasiskeMa

REDD,ha卜 hal yang mengatur sistern bagi hasl atau pembiayaan bersama atas

keberadaan hutan marga mereka belum ada diatvr dalam pё raturan lokal di

pekon tersebut.

Secara umunl,peraturan pekon yang tё lah ada hanya mengatur iuran,

甲旱kaniSme pemanfaatan balk has‖ hutan,perikanan dan pemeliharaan ternak,

pelanggaran dan sanksi. Beberapa hal penting yang menyangkut pengelolaan

bersama atas aset dan akses komunal belum secara menda10m dibahas pada

peraturan tersebut,antara lain:sistenl bagi hasl hutan,siapa yang mengatur atau

menge101a, komposisi bagi hasil nlisalnya sumbangan untuk kas pekon,untuk

kegiatan adat,sanksi dan revvard atau insentif, dan lain‐ lain, Ha卜 hal tersebut

dianggap penung karena mengatЧ r hak dan kewaliban kOmunal atau bersama,

sehingga dapat menghindari konflik penguasaan atas suatu r¬ ‖lk yang ber,ifat

komunal.                                  |

3・ Skema REDD berpOtensirnengancam status tenurial masyarakat alas

kepemilikan hutan marga mereka. Pernerint,h perlむ  memberikan pengakuan

bahvva wilayah tersebut adalah hutan rnarga yang secara turun temurun dikelola

dengan aturan‐ aturan adat.  Perlu disadari model apapun pengakuan oleh

pemerintah,akan berhadapan dengan tata kuasa dan tata perilinan Versi adat

yang selama ini memayungi Кehidupan marga.untuk hal tersebut dipe‖ ukさ n

perundingan‐perundingan dan kesepakatan dengan para penyimbang adat untuk

memutuskan bentuk sistem kepemilikan yang akan diberikan kepada w‖ ayah

hutan marga tersebuto E)ibutuhkan proses y,ng transparan dan keteriibatan kuat

parapihak terkait,yaitu:pemerintah daerah,masyarakat,dan penyimbang adat.

Proses yang cacat dikhavvatirkan akan menimbulkan ancaman yang berpeluang

mengaburkan kepenli‖ kan atau pengakuan penguasaan hutan marga dan

teriadinya pelanggaran terhadap hak― hak mereka(Hidayat,2010).
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4. Skema REDD berpotensi mengancam akses dan hak pengelolaar-
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masyarakat. Patut disadari bahwa di wilayah hutan marga pematang Bakhu

dan Sukaraja, terdapat kesadaran yang tinggi mengenai nilai-nilai penting

sumberdaya hutan yang terjaga sejak tahun r9z8 sampai dengan saat ini. Hal

tersebut pula yang membuat keberadaan hutan tetap lestari walau masyarakat

tetap bisa menggunakan aksesnya dalam memanfaatkan kayu dan tanaman
-.lutan lainnya yang ada dalam hutan marga tersebut.

Melalui skema REDD, justru hal yang dikhawatirkan adalah akses

nasyarakat terhadap hasil hutan akan menurun, misalnya hasil hutan yang

semula diperbolehkan untuk diambil menjadi tidak diijinkan karena keterikatan

-engan kontr-ak REDD. sedangkan masyarakat selama ini kehidupannya sangat

rergantung kepada keberadaan hutan dan hasil hutan rnarga mereka.

Di sisi lain, ancaman baru lainnya yang akan muncul seiring dengan

: rgkat pemahaman dan komitmen yang harus difaga oleh masyarakat terhadap

:trjanjian kontrak REDD, yaitu tetap menjaga keseimbangan dan keutuhan

: :fisik hutan marga mereka. Ketidakpahaman-ketidakpahaman tersebut

: :rpotensi akan menimbulkan'permasalahan baru bagi masyarakat lokal.

Solusi yang dapat dilakukan adalah meiakukan diseminasi dan sosialisasi

.rg intensif dan memberikan pengetahuan serta pemahaman secara jelas

-:ngenai F,EDD dan persyaratannya. Materi sosialiasi dan diseminasi misalnya;

.. lrat pemanfaatan hutan terkait keterikatan kontrak REDD, keuntungan dan

='ugian iika melaksanakan skema REDD, beberapa pilihan skema REDD dan

:.,::na mana yang paling mendekati tatanan kehidupan masyarakat selama ini.

- -i. Langkah ke Depan menuju Fersiapan REDD

Jika disepakati akan mengikuti skema REDD, maka para pihak yang terdiri
.::s: pemda, tokoh adat setempat, tokoh masyarakat setempat dan pihak ketiga,

::.. cgyanya bersama-sama melakukan persiapan menuju REDD. Ulasan di bawah

-=rggambarkan beberapa persiapan yang harus dilakukan baik oleh masyarakat

惣
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maupun pemerintah daerah Lampung Barat.

2.4.1. Persiapan oleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Lampung
Batat

Di kalangan masyarakat lokal dan juga Pemerintah Kabupaten Lampung

Barat, REDD merupa[an isu yang baru. Dengan kondisi tersebut jangan sampai

membuat terjadinya pengambilan keputusan yang salah oleh pemerintah daerah.

Seyogyanya dibutuhkan pemahaman lebih iauh mengenai REDD, terutama

menyangkut mekanisme, persyaratan, beberapa pilihan skema, dan lain-lain.

Tetapi terlepas dari hal tersebut, diperoleh respon dan keinginan (willingness)

yang baik dari pemerintah daerah untuk mendukung skema REDD dan melakukan

persiapan untuk mengimplementasikannya.

Lokakarya yang dibangun di Lampung barat pada November zoo9,

bertujuan memperkenalkan skema REDD pada jajaran Pemerintah Daerah

Kabupaten Lampung Barat. Beberapa point penting hasil lokakarya yang terkait

persiapan REDD di wilayah tersebut antara lain :

r. Pemerintah Daerah akan mendukung kegiatan yang bertujuan

meningkatkan nilai ekonomis atas keberadaan hutan marga tersebut.

Dukungan persiapan yang perlu disiapkan di tingkat lapang, berdasarkan

Permenhut No. P 3o/Menhut-ll/zoo9, tentang Tata cara pengurangan Emisi dari

Deforestasi dan Degradasi Hutan, pada lampiran z, ada!ah:

1. Data dan lnformasi

z. Biofisik dan Ekologi

3. Ancaman Terhadap Sumber Daya Hutan

4. Sosia, Ekonomi dan Budaya

5. Kelayakan Ekonomi

5. Tata Kelola (6overnance)
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Terkait dengan persyaratan yang diajukan, maka perlu kerjasama yang

baik antara pemda dan masyarakat lokal untuk mempersiapkan ke 6 (enam)

persyaratan/ aspek tersebut di atas. Beberapa instansi yang telah menyatakan

akan terlibat antara lain Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan

Pertamanan (BLHKP) dan Dinas Kehutanan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

PSDA).

z. Dalam Permenhut no. P.3oiMenhut-ll/zoo9, Pasal 9, disyaratkan

bahwa pelaku REDD harus memilikisertifikat hak milik atas tanah atau keterangan

repemilikan tanah dari pemda.

Dalam lokakarya Membangun Hutan Adat dan Persiapan Menuju

::DD, Desember zoog di Lampung barat, iika diputuskan akan memilih dan

*:lakukan skema REDD, maka pemda setuju untuk fasilitasi penunjukkan lokasi

::DD dan hal ini sekaligus merupakan pengakuan pemda atas hutan marga

-ereka. Direncanakan wilayah hutan marga khususnya di Pematang Bakhu dan

:<araja, dan wilayah-wi!ayah hutan marga di Lampung Barat secara umum

<en dikukuhkan dan diakui oleh pemerintah daerah. Jika memungkinkan akan

'sertifikasikan secara komunal, berdasarkan persetu.juan tokoh adat terlebih

-:rulu. Sebelum sertifikasi, akan dilakukan pengukuran ulang dan kejelasan tata

:.:as untuk wilayah, khususnya di hutan marga Pematang Bakhu. Penyelesaian

--:salah tata batas akan melibatkan para pihak, antar lain: pemda, BpN (Badan

: 
='lanahan Nasional), masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, pihak ketiga.

Hal berbeda dan bahkan bertolak belakang yang harus dilakukan, adalah

..: memang betul terbukti bahwa wilayah hutan Sukaraja berada pada kawasan

- -:an negara sesuai dengan pal batas yang ditemukan di lapangan, maka yang

-=-;s dilakukan adalah mendapatkan salinan surat keputusan menteri terrtang

=retapan pembentukan KPH. Selain itu lokasi tersebut harus memenuhi

. - :eria dan memiliki rencana pelaksanaan REDD, sebagaimana tercantum dalam

r=-rrenhut no, P.3o/Menhut-ll/zoo9, Pasal 6.
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3t Wilayah hutan marga akan dima,ukkan dalam RTRW(Rencana Tata

Ruang wi:ayaぃ )Lampung Barat, yang sekarang sedang dさ lam prOses revisi,

supaya le,lh kuat dan diakui dalam sistem pemerintahan KabupatenoLampung

Barat.

Haliniluga terkak dengan Lampiran l,Permenhut no 30′ Menhut― |!′2009,

bahwa untuk pさmbenan rekomendal pelaksanaan REDD,pemettntah daerЬ h

te‖ eOih dahulu melakukan penilalan antara lain terhadap:

り Kebenaran stattrsめ ,′uasanん uね月yar7g dimわ せょatt re々 οmenぬs′ ο′eわ

peraた If

り κtteSuaねn antatt rencana rabsiREDD“ r7gan rencatta tala rua口

`廻

d学塾

aごmわなtras′ /ar7gberSangた しlam      `

りκさζeSuaね月der7gan criteria′ο々aダ REDD

りκeSeSuaヵ月antara re,canaperaksanaan reddenganρ ″οriraspettba/7gLfttan
termasu々 ρrOgram per7gentasatt kemな たわa月

Terkait point 3 tersebut di atas, maka pemerinthh daerah berencana

akan melakukan inventattsasi hutan marga dan tttau hutan adat diseluruh w‖ byah

Lampung Barat,terrnasuk rencana pelaksanaan REDD dan menemukan potensi‐

potensilainnya,sebagaimana didiskusikan pada Lokakaryaソ ang sama disebutkan

pada pOlnt 2 terSebut diatas.
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Daperr(AH IGular(AN NasioNAL REDD
MrN;eol Desan PrNcEMBANGAN REDD

or HureN Mance?
Dr. Cristine Wulandari dan Nurka Cahyaningsih

3.1. Ketetkaitan Kebijakan Nasional dengan Aplikasi REDD di Hutan
Matga

ebih dari satu milyar orang sangat tergantung pada hutan sebagai mata

pencaharian mereka. Dan ada sepertiga dari populasi dunia atau lebih dari

z milyar orang menggunakan bahan bakar biomas, terutama kayu bakar,

untuk memasak dan menghangatkan rumah mereka. selain itu ada ratusan juta

orang bergantung pada obat-obatan tradisional yang diperoleh dari dalam hutan.
Di 5o negera berkembang, berburu satwa dan mengambil ikan di lahan berhutan
memberikan sumbangan lebih dari seperlima dari total kebutuhan protein

masyarakat

Pada banyak negara berkembang, perusahaan berbasis hutan

menyediakan setidaknya sepertiga-lapangan pekerjaan bagi penduduk desa untuk
bekerja di bidang non-pertanian dan memperoleh pendapatan melalui peniualan

produk-produk kayuhya. Dan, nilai perdagangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

seperti tumbuhan firmasi/obat-obatan, jamur dan lain-lain diperkirakan mencapai

tt milyar Dolar Amerika.

Kondisi faktual ketergantungan manusia terhadap hutan diperkuat

hasil penelitian clFoR (zoo3) yang menyatakan bahwa dari z3o juta penduduk

lndonesia diperkirakan 4o juta orang diantaranya adalah masyarakat adat yang

kehidupannya sangat tergantung hutan dan sumberdaya alam. Dengan demikian

hutan terancam kelestariannya jika masyarakat melakukan kegiatan eksploatasi

sumberdaya hutan secara berlebihan.
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Untuk dapat mengatlrr pengelolaan hutan secara Iestari oleh masyarakat,

,-: kawasan yang mempunyai "keterlanjuran" sudah dihuni oleh masyarakat

- :r-iukan adanya kebifal<sanaan pemerintah yang mengakomodasi keberadaan

=':ka. Hal ini agar tidak memperparah kerusakan hutan akibat adanya

::, oatasi hasil hutan yang berlebihan. Jadi diperlukan adanya upaya yang cukup
-:s karena sampai sekarang belum ada pengakuan atas hutan marga secara

..lm positif oleh pemerintah, terutama hutan marga mereka yang berlokasi di

.:: negara (Angelsen zoo8). Walaupun secara faktual hal ini juga terjadi pada

:- =rapa hutan marga yang ada di luar kawasan hutan negara.

Dengan belum jelasnya hukum atas hak akses dan kepemilikan hutan

.-:a di Iuar dan di dalam hutan negara, jika REDD diimplementasikan maka

:=i:a dan pihak komersil yang mengurusi pembagian dana REDD karena REDD

=-sy'aratkan adanya clean and clear atas status lahan yang menciapatkan

. ikat REDD. Lalu timbul pertanyaan bagaimana halnya jika skema REDD

-rlementasikan di hutan marga yang merupakan hutan hak atau bukan hutan

,=:ra? Dan apakah bisa skema REDD diimplementasikan di hutan hak?Jika bisa,

,..,rmana membangun skema dan mengipplementasikannya? Hal ini perlu

=. ilebih dalam sebagai salah satu alternatif insentif bagi masyarakat karena

= ;eberapa rvilayah hutan hak yang merupakan hutan marga dan masih dijaga
-:an baik oleh masyarakatnya. Beberapa wilayah hutan marga di lndonesia

.: ini kondisinya masih terjaga baik termasuk wilayah hutan marga di Lampung

= 
-:: \/ang dika ji dalam studi ini.

Wilayah studi adalah di hutan marga yang menurut Undang Undang

- -or 4'1 tahun r99r diklasifikasikan sebagai hutan hak karena bukan hutan

-.ara dan merupal<an hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas

..ah. Selanjutnya hutan hak yang disebut dalam buku ini disebut sebagai hutan
-.rga karena dimiliki dan dikelola oleh masyarakat dengan marga tertentu secara

: -nunal.

lt\.ctil\i .4[Lrt ntnLgefo[a l{utan; KE.AA 'llenla[i Suaru Gtfifian 33

［
一ｍ
」
」
に

一
´

一
　

一
＾
一

　̈
　
腑
　
　
傭



Lokasi studi yang sudah dipastikan.sebagai hutan marga tersebut adalah

di Pekon Bedudu, Pekon Sukarami dan Pekon Bakhu, yang terletak di Kecamatan

Belalau; dan yang masih harus dicermati dan diskusikan lagi statusnya adalah

Pekon Sukaraja yang terletak di Kecamatan Batu Biak, Kabupaten Lampung

Barat. Masyarakat pada lokasi studi menjaga hutan dengan baik dan hasil kayunya

dipakai untuk membangun rumah mereka dan hutan marganya juga berfungsi

sebagai sumber air bagi lahan sawah yang ada di bawahnya.

3.2. Hutan, Perubahan Iklim dan BEDD (Reducing Emissions ftom
Deforestation and Fotest D egtadation)

Diperkirakan bahwa setidakhya t,7 milyar ton karbon dilepaskan per

tahunnya akibat perubahan tata guna lahan secara global. Bagian terbesar adalah

deforestasi di kawasan hutan tropis. Deforestasi mewakili sekitar zo persen emisi

karbon dunia saat ini, yang persentasenya lebih besar dari emisi yang dikeluarkan

oleh sektor transportasi dunia dengan penggunaan bahan bakar fosil yang

intensif.

Beberapa dampak perubahan iklim yang mungkin timbul di antaranya:

peningkatan suhu, hal ini terbukti bahwa suhu rata-rata tahunan telah meningkat

sekitar o,3 derajat Celsius pada seluruh musim terutama sejak t99o, dan

peningkatan intensitas curah hujan. Dampak di Indonesia yaitu adanya curah huian

yang diperkirakan meningkat2-3% per tahun di seluruh lndonesia, dan jika terjadi

peningkatan curah hujan dalam periode yang lebih pendek akan meningkatkan

resiko banjir secara signifikan; ancaman terhadap ketahanan pangan pada bidang

pertanian; naiknya permukaan air lairt yang akan berakibat pada tergenangnya

daerah produktif pantai seperti pertambakan ikan dan udang, produksi padi

dan jagung. Selain itu, air laut bertambah hangat, yang berpengaruh terhadap

keanekaragaman hayati laut dan terlebih pada terumbu karang yang sudah

terancam (coral bleaching); merebaknya penyakit yang berkembang biak lewat
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3.2.1.駆DD dittndonesia(薫直DD―I)

Braヱ il dan irdo■ esia diken3: sebagal due negara teritas dョ |=鶴  hュ |

ber:(urarlgnya hutan per tahullnya. indonesia menyuttbang sekitc‐「 22,86%dari

luasan hutan dilo negara berkembang dan dikatego羹 kan sebagai negε ra ketiga

dcngan enllsi tel´ besar di dtinia seteiain A‐ lneril(a Serikat だan Ciη a, alく ibat clar:

kebakaran hutan danlahan gambut(GambaF3・ )・
」:ka kebakaran huten dan gambut

Jikelua「 kan mal(a lndonesia berada dalam ranking i(e 21.Indonesia termas曇 1(

■3gara penduktlrlg REDD,karetia slく ellla ini tidalく い。,lya Fnelal(ukan periindunga)1

terhadap hutan‐ hutan yaing ada dall deforestasi,tetapijじ ga rnenlperbaik:れ なtan

yang terdegradLsl.Negara lain hanya mettbata轟 5kerlla deforestasi saia(Rこ り)

dengan alasan sJkar・ untttk nlengukur 18,u degrad35ち dall bagaitmana l疇 e,11lai

keuni13■gan dari upaya restorasi huta11.
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Gainbar 4:Emisi Gas Rulnah Kac8 dari 6 Negara

KaFena deforestasi dan degradast hutan menghasilkan enlisi C02,

indonesia lllendaPatkan malilfaat dari REDD. Potensi nilal kredit karbon cli

lndonesia sallgat besar 、へ/alatiptln Perhittlngannya sangaヒ  bervartasi karena

banyaknya ketidakPastian atas perhitungan tingkat berktl「 3織 gnya llutan dan nilai―

ni18:yang rnungkin tercakup datanl ennisilく arbon.

indonesia nlelalui :FCA (/ハ ごθttesね  Fθres[ α′mど e A/′わrce)telah

menetapkan Rοaご 財 aP REDDノ yang terbagi ke dalam 3 fase:(1.)Fase Persiapan∫

Readiness(tahun 2007′ SebeiUm coP-13)untuk penyiapan perangkatい otodologv

arsitektur dan strategi implemetttasi REDDl, komunikasi′ k00rdiF、 asギkonsultasi

stakeholders,terrnasuk penentuan kriteria untuk perllilihan lokasi p:lot activitiesi

(2.)Fase Pilot′tFanSiSi(2008‐ 2612)i nlenguli metOdOlogi dan strategi,dan tl‐ anttst

dan nOn_lnarket(え 胴ごbあeの ke mekanisme pasar(lTa′ 女el膊 cごんaのな,1),dan(3・ )

Fase lmplementasi penuh(d3菫 2012 atau leb:h awal tergantung perkembangan

negosiasi dan kesiapan indonesia,dengan tata cara(離 ′es a月ごpro〔edυた⇒
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berdasarkan keputusan COP dan ketentuan di lndonesia.

Kementrian Kehutanan berharap bahwa proyek percontohan

(demonstration activities) dapat dilaksanakan sampai dengan tahun zo1z, untuk
r-nendapatkan proses pembelafaran sebelum REDD dilaksanakan pasca Kyoto

Protocol. Proyek-proyek ini dilakukan dalam skala nasional, provinsi, kabupaten

dan lokal. sampai dengan ara.,al tahun zoro belum ada perencanaan pemerintah

bahwa salah satu lokasi proyek percontohan REDD akan dilaksanakan di

-3'rpung.

Pada pertemuan Conference of the parties ketigabelas (COp-r3)

- Konferensi lnternasional Perserikatan Bangsa Bangsa tentang perubahan lklim

.-r NFCC) di Bali pada bulan Desember zoo7, pengurangan emisi dari deforestasi

:ar degradasi hutan di Negara-negara berkembang (REDD) muncul sebagai

'irmponen kunci dalam usaha mitigasi perubahan iklim. Diharapkan, REDD dapat

-enstabilkan konsentrasi co, di atmosfir pada tingkat serendah mungkin melalui
j:(€mts pernbayaran bagi negara yang mampu mengurangi atau menghentikan laju

- =forestasi, Karena adanya kemungkinan REDD dimasukkan dalam kesepakatan

:-ska-Protokol Kyoto, banyak negara kemudian mengembangkan proyek REDD

::.ara terburu-buru sebelum berlangsungnya cop-r5 di Kopenhagen, Januari

r ::c termasuk lndonesia.

Hasil dari Kopenhagen pun ternyata tetap belum memberikan titik
:.'ang akan keberlanjutan program REDD baik ditingkat dunia maupun di tingkat
-:sional (lndonesia). Artinya, masih perlu adanya kerja keras di berbagai aspek

--ruk rnencapai tuiuan dari aplikasi skema REDD di suatu wilayah, termasuk di
- jonesia. Hal ini hendaknya juga dilakukan dalam upaya untuk menurunkan

=,: deforestasi (penebangan hutan untuk dijadikan perkebunan), kebakaran
-:ian dan pengeringan lahan gambut karena tiga faktor tersebut masih menjadi

- =ny'ebab utama emisi di lndonesia (Dilworth et al, zoog). selama ini deforestasi
:ar alih fungsi lahan di negara berkembang berkontribusiterhadap rg-zo% emisi

-:s rumah kaca (lPCC, zooT). xhusus untuk di lndonesia, penggunaan tanah dan
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alih fungsi lahan telah melepaskan z-3 milyar ton CO, setiap tal-iunnya (Anderson

dan Kuswardono, zoo8). Dengan demikian lndonesia menjadi pemain kunci dalam

perundingan-perundingan tentang masalah perubahan iklim.

3.3.Perangkat Hukum Pelaksanaan REDD di Indonesia

Sampaisaat ini lndonesia belum banyak membuka suara tentang skema

yang akan digunakan. Usulan lndonesia kepada UNCC memfokuskan pada isu

baseline dan bagaimana mengukur deforestasi (Walhi, 2oo8). Dalam usulan

tersebut lndonesia juga menyatakan pahwa skema REDD harus memasukkan

peningkatan stok karbon dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan serta

hendaknya menggunakan pendekatan nasional (Angelsen, zooS).

Menteri Kehutanan dalam hal ini mempunyai kuasa penuh untuk

memberikan hak bagi kegiatan REDD di lndonesia. Hal ini juga disebutkan dalam

3 (tiga) peraturan menteri kehutanan yang telah diterbitkan pasca COPr3 di Bali,

yaitu: (t.) Peraturan Mentri Kehutanan (Permenhut) No. P. 68/Menhut-lli2oo8,

terbit tanggal tt Desember zoo8 tentang Penyelengaraan lmplementasi dari

Kegiatan Demonstrasi Pengurangan Emisi karbon dari Deforestasi dan Degradasi

Hutan (REDD), (2,.) Permenhut No. P. 3o/Menhut-ll/zoo9, terbit tanggal r Mei

2oo9 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi

Hutan (REDD), dan $.) Permenhut No. P. 36iMenhut-ll/zoo9, terbit tanggal zz

Mei zoog tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau

Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

3.3.1. Petmenhut No. P. 68/Menhut-Il/2008.

Permenhut No. 68/zoo8 pada dasarnya menguraikan prosedur

permohonan dan pengesahan kegiatan demonstrasi (d,emonstration activities)

REDD, sehingga metodologi, teknologi dan kelembagaan REDD melalui
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pengurangan enlisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan dapat dicOba

dan dievaluasi.Dengan demikian diharap卜 an akan diper91eh desain pengelolaan

huヽ an terkait dengan pengurangan emisi karbon(pasa1 2 ayat 2)。

untuk hutan marga diLampungyangiuga merupakan:okasi studち dalam

Permenhutini masuk dalarn kategOri hutan hak karena berada pada tanah yang

tidak dibebani hak atas tanah.

Demonstrasi dilaksanakan oleh pemrakarsa yang dalarn pelaksanaannya

dapat bekeriasama denLan nlitra(pasa1 4)・ Yang disebut dengan pemrakarsa

adalah pemettntah,pemegang izin pemanfaatan has‖ hutan kayu,pemegang′

pengelola hutan hak, pengelola hutan marga, kepala kesatuan penge101a

hutan yang bertanggungiawab atas pelaksanaan kegiatan demonstrasi. Dan,

yang ditebut dengan nlitra adalah pemerintah, badan internasional, svvasth

dan pero「angan yang memilikl kemampuan untuk mendanai penyelenggaraan

kegiatan demOnstrasi. Dengan dernikian, 1:ka persyaratan laipnya dapat

dやenun maka paoa bkaJ stud dimungttnkan untuk dbangun adanya ke」 atan

demonstrasi REDE〉 dan pengelola hutan marga dapat bekeriaSama dengan plhak

pemerintah,badan internasional,swasta ataupun perOrangan。

Namun dikemudian hari akan aga tantangan yang cukup besar yaltu

bagaimana kegiatan demonstraSi dapat dialihkan meniadi prOyek REDD yang

sesupgguhnya.selain itu iuga ada tantangan lainnya yaitu terkait dengan defnisi

''siapa sebenarnya yang disebut dengan由 asyarakat adat"yang hidup di hutan

hak atau di hutan marga tersebut?Atau siapakah yang disebut dengan penge101a

hutan marga yang berlokasi di hutan hak(atau hむ tan marga)karena mereka ada

di bawah pemerintahan desa atau kampung atau pekon7 Apakah sama dengan

masyarakat adat dan pengelola hutan morga yang hidup di hutanぶ arga dalam

hutan negara7 karena dalah perrnenhut'ini hanya disebut penge101a hutan adat

tanpa penielasan lebih laniut・        ・
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3.3.2.Permenhut]No.R30/bllenhut… I1/2009

Sementara“ u,Permenhut No.30′2009 mengatur tata cara pelaksanaan

REDD,termasuk persyaratan yang harus dipenuhi pengembang′ lerinkasi dan

sertinkast serta hak dan kewarban pelaku REDD. Dalam Permenhut int pasal

l rnenyebutkan bahvva yang disebut dengan hutan adalah kesatuan ekOsistem

berupa h,mparan lahan bettsi sり mberdaya alam hayaJ yang didOminasi

pepohonan dalam persekutuan alam‖ ngkungannya,yang satu dengan lainnya

tidak dapat dipisahkan.Dengan demikian,berdasarkan kondisi faktual dilapang

maka hutan rnarga yang di10kasistudi memang dapat dimasukkan dalam kategOri

hu,ln,Se!aniutnya,^disebutkan bahwa hutan marga adalah hЧ tan negara yang

beraga da!am vv‖ ayah rnasyarakat hukunn adat.Dengan denllkian dapat dipastikan

bahvva dennisi ini tidak dapat diap‖ kasikan untuk lokasi studi yang terletak di

hutan hak yaitu Pekon Bedudu,Pekon Sukararni dan Pekon Bakhu di Kecamatan

Belalau;dan rnasih dipertanyakan untり k dapat llaplikasikan di Pekon Sukarala di

Kecamatan Batu Brak,Kabupaten Lampung Barat.Namun,lka nanunya skema

REDD tetap d‖ aksanakan maka diharapkan dapat merupakan insentif bagi

masyarakat yaitu manfaat yang diperOleh dari kegiatan REDD berupa dukungan

fnansial dan atau transferteknologi dan atau peningkatan kapasitas(pasa11).

Apab‖a lokasi studi merupakan hutan marga yang iuga merupakan

hutan hak dan bukan hutan negara maka kegiatan REDE)di hutan tersebut dalat

dilakukan berdasarkan pa5a1 9 Perrnenhu、 No.30′ 2009 dirnana si pengelola hut,n

hak harus memenuhi persyaratan sebagai be百 kut:

a,memilikisertinkat haК  milik atas tanah lan keterangan pemilikan tanah da百

pemerintah daerah.Dan,pengelolaan hut,n hak haruζ  se,uai dengan ketentuan

peraturan perundangan yang ada.

b. memperOleh rekomendasi untuk pelaksanaan REDD dari pemё rintah

daerah                                            ■

c.memenuhi kriteria lokasi pelaksanaan REDD
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d, memiliki rencana pelaksanaan REDD

Dalam Bab Xt tentang peralihan pasal zz ayat (r) disebutkan bahwa
sebelum ada keputusan negara para pihak konvensi perserikatan Bangsa Bangsa

tentang Perubahan lklim mengenai mekanisme pelaksanaan REDD di tingkat
internasional maka kegiatan REDD dilaksanakan melalui kegiatan demplot,
peningkatan kapasitas, dan transfer teknologi serta perdagangan karbon

sukarela. Artinya, jika lokasi studi memilih untuk melakukan kegiatan REDD secara

voluntary atau sukarela maka diperlukan penguatan pemahaman dan kapasitas

secara intensif bagi semua pihak yaitu masyarakat dan pemerintah daerah
(pemda)-nya agar memiliki posisi tawar yang baik dalam perdagangan REDD

nantinya. Namun, jika memilih skema untuk kegiatan demp'lot terlebih dahulu

maka kegiatan penguatan kapasitas dapat dilakukan dengan tahapan yang Iebih
cermat karena bagaimana pun kegiatan REDD adalah suatu kegiatan yang rumit
dalam perencanaan, pengelolaan hingga pemasarannya.

secara tidak langsung, pilihan kegiatan demplot juga akan mendukung
hasil konfrensi Kopenhagen awal tahun zolo yang lalu dimana hasilnya belum
menampakkan titik cerah bagi aplikasi kegiatan REDD pasca tahun zorz yang

akan datang. Bila akhirnya nanti tidik terjadi perkembangan kegiatan REDD

seperti yang diharapkan, paling tidak kegiatan demonstrasi di lokasi studi dapat
mendukung pencapaian maksud dan tujuan kegiatan REDD (pasal z) yaitu dalam
rangka memantapkan tata kelola kehutanan untuk mencapai pengelolaan hutan
berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, pada saat
itu kegiatan REDD tidak Iagi terkait dengan adanya iming-iming akan adanya
insentif berupa dana segar yang masuk karena perdagangan karbon tetapi untuk
tujuan kelestarian fungsi hutan. Sebaiknya sejak awal hal inisudah diinformasikan
dengan tepat kepada para pihak yang.terkait dengan perdagangan REDD

baik pemda maupun masyarakatnya. Har ini untuk mengantisipasi timbulnya
kekecewaan dan kesalahpahaman di kemudian hari karena bisa berdampak
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negatif dengan adanya kegiatan perusakan hutan seperti yang terjadi pada saat
era reformasi yang lalu.

Hingga saat ini ketentuan mengenai penetapan tingkat emisi acuan
sebagai pembanding berum ditetapkan. Daram draft kebiiakannya disebutkan
bahwa penghitungan dan penetapan referensi- emisi harus dirakukan setiap 5(lima) tahun dan biayanya menjadi tanggung jawab masing-masing instansi sesuai
dengan wilayah kewenangannya. seranjutnya disebutkan pura bahwa kepara
daerah bertanggungjawab untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan
REDD agar tidak terjadi reakage atau kenaikan emisi yang teriadi di ruar batas
lokasi proyek REDD. Bira akhirnya terjadi leakage maka juat beli karbon yang terah
dilakukan dapat dibatarkan. Dengan demikian sesungguhnya konsekuensiaprikasi
kegiatan REDD sangat berat bagi suatu daerah dalam memurai program dan juga
dalam menjamin keberlanjutannya. walaupun bila berhasil, dalam draft tersebut
disebutkan dimungkinkan untuk diperorehnya additionarityatau insentif/kredit
karbon yang diberikan kepada proyek REDD yang terah merakukan investasi
finansial untuk kegiatan terkait karbon.

3.3.3. Permenhut No. p.36lMenhut -II/ZA0g
Permenhut No. 36/zoog tentang Tata cara perizinan Usaha pemanfaatan

Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan produksi dan Hutan
Lindung' Permenhut ini mengatur ijin usaha REDD merarui penyerapan dan
penyimpanan karbon dari hutan produksi dan hutan lindung sehingga sebenarnya
tidak bisa diberrakukan untuk hutan hak termasuk hutan ,"rg"-0, luar hutan
negara' Di dalam permenhut ini juga diatur perimbangan keuangan, tata cara
pengenaan, pemungutan, penyetoran dan penggunaan penerimaan negara dari
REDD' Peraturan inimembedakan antara kegiatan penyerapan dan penyimpanan
karbon di berbagai jenis hutan dan jenis usaha. yang mengejutkan adarah apa yang
dituliskan pada Lampiran 3 tentang Taber NzJL (NiraiJuarJasa Lingkungan). pada
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lampiran ini dも ebutkan bahwa pembagian dな tttbLsi hutan marga sama delgan

hutan rakyat.untuk hutan marga disebutkan agar rnennberikan distribusi 
Кさpさ aa′

pemerintah sebesarlo%′ lengembang 20%dan mas,arakat rnemper()leh sebesar

70%・ Sedangkan untuk Hutan Kemasyarakatan(HKm),komp6sisinyさ adalah 2o%,

,0%dan 50%Sama dengan Hutan Desa. Padahal yang ditemukan pada pasa1 1

tentang Ketentuan Urnum tidak disebutkan apa yantt diSё but dengan Hutan

Marga, Hutan Rakyat, HKm dan りutan Desa sehingga hal ini akan menittdikan
k,tidakielaSar dalam ap‖ kasi Permenhutinikarena hutan margadanhutanrakyat

ada yang merupakan hし tan negara dan non hutan negぎ ra.

Be「dasarkan status hutan dan isi Perhenhut ini maka hutan marga di

lokasi studi bisa dirnasukkan ke dalarn klasinkasi hutan rakyat.Halini berdasarkan

lennも i yang dもebutkan dalam SK Menhut No.49′ Kpts,iv1997 bahwa hutさ n

rakyat adalah hutan ylhg dimilikl oleh rakyat dengan luas minimal o,25 hektar

dengan penulり pan tljuk tanaman kay由 ‐kayuan dan atau ienis lainhya lebih dari

50%dan atau tanaman tahunan minima1500 tanaman per hektar.            |

3.3.4.Kebilakan REDD Lainnya

Crobaノ FOrests Coa″ tion(2009)atau GFC menginformaJkan bahwa

keb"akan_kё bりlkan terkaた kegiatanttEDDdilndohesiabelummempertimbangkan

UN DRIP(υ Ar Decね rarοn οn tte Rなんts οfrr7玉蓼 ,OuS PeopFesl,FPIC(Frec PriOr

l月ごrr7fOrmed cο ttsenう:dan iuga Tap MPR IX Tahvn 2001 tentang Penge101aan

Sumberdaya Alam.Dengan gemikian dalam pelttksanaan Rビ DD di lokasi studi

mPUpun di lokasi lain di lndonesia maζ ih dipe‖ ukan adanya penyesualan atas

kondisi a、tual dilapang terutama karenO adanya masyara卜 atadatyantttinggttl di

vv‖ ayah tersebut.

Dalam COrtez dan Stepぃ en(2009)diSebutkan faktor‐ faktor yang ha「 us

dipertlmbangkan ilka melakukan suatu kegiatan REDD,mLal tentang standl′ ぜ

yang akさ n dipakaち dan ρro/ect″た c/c/e‐ nya.」 ka keJatan akan d‖ akukЪn
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di level nasional maka dikatakan pula oleh cortez dah Stephen bahwa harus

dipertimbangkan secara cermat skala proyek dan program-program yang akan

dilaksanakan. Khusus untuk di lndonesia, dalam laporan IFCA (lndonesia Forest

climaie Alliance) tahun 2oo8 yang beriudul "consolidation Report: REDD in

lndonesia" sudah disebutkan pula tentang strategi pelaksanaan kegiatan REDD

di lndonesia sampai dengan tahun 2025 walaupun diyakini oleh banyak orang

bahwa strategi ini perlu ada beberapa perubahan dan penyesuaian berdasarkan

hasil pertemuan-pertemuan internasional antara negara-negara yang terkait

dengan kegiatan REDD.

lskandar (zoro) menuliskan bahwa ada empat isu besar dalam REDD yang

disebutkan dalam copenhagen Accord 2oog, yaitu (r) deforestation, (z) forest

degradation, (3) Mitigation dan (4) Adaptation. Definisi deforestasi menurut

FAo adalah konversi hutan untuk penggunaan lain atau pengurangan berjangka

panjang atas penutupan taiuk dibawah ro %. pembalakan masuk ke dalam

kelompokl'degradasi hutan" dan tidak masuk ke dalam statistik deforestasi. Lebih

lanjut FAo menyatakan bentuk deforestasi adalah konversi hutan ke pertanian,

padang gembala, bendungan dan kawasan urban. pembalakan hutan masuk

dalam kelompok "foresf degradation", karena hutan mampu merehabilitasi

secara alamiah atau dengan campur tangan tindakan silvikultur.

Pemerintah (daerah) juga dapat mencegah perladangan berpindah skala

luas, dengan berusaha mengubah pola pertanian penduduk lokal. Namun harus

diakui secara jujur bahwa ada juga kegiatan yang tidak dapat dicegah antara lain

program pembangunan kota, membangun bendungan (untuk pLrA dan irigasi),

membangun kebun sawit dan penanaman kedelai serta pertambangan skala luas.

Hal ini teladi karena keuntungan rehabilitasi hutan dengan membangun hutan

tanaman skala besar bisa untuk meningkatkan produksi bahan bakar, hasil hutan

bukan kayu (obat, makanan, serat, daging). Namun, sektor kehutanan tetap perlu

mengendalikan atau menarik manfaat dari species penyerbu (invasive species).
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Etremen kedua dalam Accord adalah isu mitigasi dan adaptasi. Mitigasi
(mitigation) adalah intervensi atau kebijaksanaan untuk mengurangi emisi dan
atau untuk meningkatkan penyerapan gas rumah kaca. Mekanisme tegal untuk
kedua hal itu diatur di dalam tJN Framework Convention on Climate Change
(uNFCCC). sedangkan adaptasi (Adaptation) adalah r6spons terhadap perubahan

iklim dan kebijaksanaan untuk mengurangi dampak yang diduga akibat dari
perubahan iklim. Mitigasi di bidang, kehutanan meliputi peningkatan usaha

konservasi dan restorasi hutan, aforestasi (membangun hutan) dan reforestasi
(membangun kembali hutan), perbaikan praktek kelola hutan dengan adopsi
kelola hutan Iestari, pembangunan agro forestri untuk bahan bakar dan konservasi
hutan. sedangkan adaptasi di sektor kehutanan meliputi perlindungan kawasan
hutan, preservasi plasma nutfah untuk melanggengkan keanekaragaman hayati,
mencegah longsoran lumpur, kebakaran l-.rutan, hama dan penyakit hutan.

Penghalang paling besar alih teknologi dalam upaya adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim adalah terbatasnya dana, biaya investasi tinggi,
penghalang pasar.(subsidi dan tarif), informasiyang tidak lengkap dan kesadaran
serta kebijaksanaan. Untuk mengatasinya diperlukan aturan-atura n (regulatory),
kebijaksanaan (policy options), membangun kesadaran dengan informasi serta
tindakan-tindakan pada pasar.

Di dalam Accordjuga disebutkan kesanggupan negara maju mendanai
berbagai aktivitas mitigasi dan adaptasi. pendanaan untuk adaptasi Iebih
diprioritaskan pada kelompok negara sangat tidak maju, negara purau kecir dan
Afrika. Dalam hal ini, lndonesia tidakrah perlu banyak berharap kucuran dana
negara maju tersebut. Namun karena ada istilah balanced allocation antara
keduanya, lndonesia patut berharap bantuan dana daram aktivitas mitigasi.

Berdasar konsep itu, program keftutanan sebaiknya memfokus pada
usaha mitigasi' Berhubung program mitigasi perru pembangunan kapasitas
(capacity building), informasi dan peningkatan kesada ran (awareness raising),
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sebaiknya caPacity buildingini dilakukan di dalam reformasi birokrasi agar mereka
turut mendukung dan mendorong usaha mencapai sasaran REDD. Negara donor
tentu tidak menginginkan dana bantuan itu sarah sasaran, digunakan tidak efisien,
atau dikorupsi. Dan tentu saja para pihak di sektor kehutanan berharap dapat
berperan serta dalam konteks konstruktif positif, sebagai sumbangan daram
pengurangan emisi di rndonesia sebagaimana yang dicanangkan oleh presiden

susilo Bambang Yudhoyono yaitu sebesar z6%. Angka penurunan emisi sebesar
z6% dicanangkan oleh presiden bila dalam operasionalnya tidak ada bantuan dari
dana asing dan iika ada dana asing maka pengurangan emisi diharapkan dapat
mencapai4r%.

Dalam melaksanaka n awareness raising dan mencapai pengurangan
emisi hingga z6%, Kementrian Kehutanan harus merakukan sosiarisasi program
kehutanan terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara benar
dan menggunakan metode yang tepat misarnya kepada para gubernur dan
bupati (sebagai pengerora kawasan), sektor-sektor rain seperti perkebunan dan
pertambangan, masyarakat (umum, rokar mlupun adat), Iembaga peneritian,
pendidikan dan pelatihan. Dan, hal ini hendaknya dilaksanakan oleh pemerintah
untuk kawasan hutan negara maupun bukan hutan Negara (hutan hak).

3.4. MasyatakatAdat dan REDD

Kalau REDD meningkatkan nirai hutan, ada kemungkinan masyarakat
adat lndonesia akan digeser dari tanah mereka dan dirarang masuk hutan, yang
merupakan basis budaya dan kehidupan mereka. Menurut walhi (zoog) sebanyak
36% akar penyebab konflik di sektor kehutanan adalah disebabkan tidak jelasnya
tata batas hutan. Hal ini tentu akan sangat riskan dalam aplikasi program REDD
mendatang karena masyarakat hukum adat berum diakui daram hukum positif
secara tegas (atau masyarakat hukum adat dapat diproses dan diakui hutan
marganya oleh pemerintah iika sudah ada peraturan Daerah atau perda yang
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menyatakannya).

Seringkali masyarakat adat tidak memiliki pengetahuan birokratis

atau hukum yang dibutuhkan untuk ikut bernegosiasi REDD. Jika nanti REDD

dilaksanakan di tingkat proyek rnaka masyarakat adat akan terkena dampak

negatifnya bila tersangkut dengan penanarn modal dan iuga Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) yang tidak mengindahkan atau tidak memiliki kewaiiban moral

terhadap masyarakat adat maupun masayarakat lokal. Selain itu, saat ini usulan

REDD masih dikembangkan dengan cara "toydown" yaitu dari pemerintah,

organisasi internasional, perusahaan perdagangan karbon dan akhirnya

masyarakat adat dan lokal sering tidak mendapatkan informasi yang cukup dan

sulit untuk dipahami dengan baik (FPP, zoog). Dalam Seminar Nasional 'rProgram

pemangkasan emisi dari deforestasidan degradasihutan (REDD) serta tata kelola

ekonomi dan lingkungan" di Palangkaraya pada tahun zoog direkomendasikan

bahwa dalam implementasi demonstration activities dan skema REDD

agarmengutamakan pelibatan (involvement) dan partisiPasi (participation)

Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat serta mengadopsi Pengetahuan

dan kearifan lokal.

Ada kemungkinan bahwa masyarakat adat dan lokal tidak akan

diberitahu bahwa perusahaan perdagangan karbon asing akan ambil keuntungan

atau keterlibatannya dengan REDD secara tidak langsung akan memperbotehkan

adanya pengeluaran emisi terus menerus di negara utara (Griffiths, zooS). Hal

ini diperparah dengan 9o% dokumen tentang REDD disajikan dalam bahasa

inggris sehingga masayarakat adat akan sulit untuk bisa memahami skema

REDD secara baik. Free, Prior and lnformed Consent tidak disebutkan dalam

peraturan-peraturan pemerintah yang telah diterbitkan dan di lapangan iarang

dilaksanakan. Dengan demikian sesungguhnya pemerintah lndonesia belum

melaksanakan kewajibannya di bawah UNDRIP (UN Declaration on thie Rights of

lndigenous Peoples).
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Bahkan untuk konsurtasi dengan masyarakat rokar pun sering hanya
sebagai sebuah "sosialiasi" sebuah konsep dan sebenarnya objek sudah
diputuskan. Khusus terkait dengan isu pengarus utamaan gender dalam REDD,

perlu ada penguatan dan upaya yang keras agar kedudukan kaum perempuan
mempunyai kesetaraan. Kondisi di lapangan, adat istiadat juga memperlakukan
bahwa laki-lakilah yang menjadi pemegang izin hak kepemilikan tanah sehingga
kaum perempuan ditinggalkan dari negosiasi-negosiasi tanah (Lover a, zooT).

Pasar karbon memang sangat rumit untuk dipahami dan hal ini diakui

secara luas, dan tentunya akan menjadi sangat sulit bagi masyarakat adat dan
lokal untuk bisa memahami baik-bui'uknya skema REDD (Griffiths, zoog), dan
di lapangan pun ditemukan bahwa banyak para bupati yang belum atau tidak
memahami prosesnya dengan baik (Anderson dan Kuswardono, zoog).

3.5. Catatan jika REDD akan Diaplikasikan di flutan Marga

Berdasarkan kebijakan nasionalyang ada, daerah dapat mengembangkan

adanya skema REDD di hutan marga walaupun sebelumnya diperlukan beberapa

langkah yang cukup rumit terutama karena hutan marga terletak di luar kawasan

hutan. Lanlkah-langkah tersebut diuraikan pada bab berikutnya pada buku ini.

Diperlukan keiabaran dan kejelian yang luar biasa dalam mengikuti
perkembangan REDD ditingkat global kbrena REDD adalah rnemang skema yang
dinamis berdasarkan perkembangan ditingkat internasional. Demikian pula yang
harus dilakukan dalam pendampingan terhadap masyarakat adat supaya tidak
salah dalam memahami ma.ksud dan tujuan sesungguhnya program REDD terkait
dengan dengan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
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I(skruNGr(rNAN Apur(ASr DAN
PTNcTMBANGAN REDD

u HureN Manca I(asupATEN
LannpuNc Baner

Nurka Cahyaningsih dan Dr. Cristine Wulandari

4.1. Kebijakan REDD yang Dapat Dikembangkan di Lokasi studi
uku ini tidak memberikan rekomendasi-rekomendasi, namun har

memberikan gambaran sekaligus pemahaman kepada para pil
terkait, antara lain masyarakat rokar maupun masyarakat adat c

pemerintah daerah mengenai skema REDD dan kebijakan-kebijakan ,..

relevan. sekaligus buku ini memberikan penjelasan dan gambaran ten::
pengembangan skema REDD yang dalam aplikasinya harus dikaitkan de-=
kondisi dan potensi wilayah beserta segala kapasitas pendukungnya.

Bab ini adalah merupakan bab penutup yang juga merupakan cata:
catatan penting berdasarkan uraian di tiga bab sebelumnya. Dalarr
ketersediaan skema REDD untuk dapat diaplikasikan oleh masyarakat =:
di hutan marganya, masyarakat berperuang untuk dapat memperoleh -
ekonomi hutan marga mereka, tetapi sebenarnya yang terpenting dari s:

assessment ini adalah, bahwa masyarakat berperuang untuk mendapa:.
pengakuan atas hak-hak kelola dan pengakuan atas hutan marga merek.
sisilain,dariaspekpositif yangakandiperolehjikaaplikasikan,REDD, terc.:
pula potensi ancaman yang akan dihadapi oleh masyarakat, sebagaimana :=
diilustrasikan pada bab il terdahuru. Artinya, beberapa ancaman yang s_:
diuraikan di Bab ll dapat menjadi semacam "atarm dini,, jika masyaraka: _

pemda akan melaksanakan REDD di hutan atau wilayahnya.

Berdasarkan data dan informasi lokasi studi yang sudah dipa.-,
berupa hutan marga di pekon Bedudu, pekon sukarami dan pekon Bak--
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Kecamatah Belalau; dan di lokasl yang masih harus ada pencermatan lebih

laniut di Pckon Sukaral,di Kecamatan Bゴtu Brak diperlukah adanya beberapa

pertimbangan ilka diSepakati dan direhcanakan akan hengimplementasikan

program kegiatan REDD di hutan marga.

Tahap pertama yang harus d‖ akukan adalah mengetahul kebenaran

status hutan marga di 10kasi studi yang sebenarnya, apakah memang hutan

hak seluruhnya7 atau sebagian wilョ yahnya masuk dalam hutan negara?」 ika

memungkinkan langsung dicari tahu iuga beserta bukti legal fOrmal tentang

tata batas hutan tersebut.

Setelah itu,sesual dengan 3(tiga)peraturan menteri kehutanan yang

telah terbit,(iika direncanakan d‐an disepakatiakan ap‖ kasikan s=lah satu skema

R「 DD)maka hltan hak pada lokasi studi(hutan marga)dapat dikembangkan

kegiatan REDD.Dan,kegiatan REDD dapat dimulalilka Status hutan rnarga yang

telさ hdikelolarnasyarakattersebutdiakuisesualdenganperaturanperundangan

yang bё「laku.Kelelasan status_ぃ utan akan berkaitan dengan pembagian insentif

balk yang berasal dari pembayaran kredit karbon maupun dari distributti lika

sketta REDD dilaksanakan kelak(Gambar5。
)・

Gambat 5 : Pembayaran dan
Distribusi REDD
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Kemudian,pemda dan masyaraК at dapat meneru,К an ke langkah

berikutnya sebelμ m 2012 yaitu menentukan skema kegiatan REDD yang

dip‖ ih:la,gsung masuk ke skema sukarela ltaukah mengembangkan kegitttan

demonstrさ si REDD terlebih dahulu.Kedua skema tersebut memeriukan adanya

penguatan dan peningkatan kapas:tas,pengi tahuan dan pemahama,yang balト

tentang skema REDD hingga pemasarannya.                            _

Setelah menli!ih salah satu skema,rnaka ada balknya dikembangkan

kebilakan dilevel Perda dan Peraturan Desa(Perdes)sebagal payung hukum

pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kё bliakan ,lng akan dittusun henaaknya

berdasarkan peraturan‐peraturan  yang ada di level atasnya berdasarkan

hiёrarkhi kebり akan dilndonesia(UU nOmOr,p tahun 2004)・
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Gambat 6 : Total C Tersimpan pada Berbagai Tutupan Lahan (Hairiah, et. al., 2004)

Direkomendasikan untuk dituliskan.dalam kebiiakan tersebut bahwa

untuk penanggulangan leakage hutan marga adalah diperltrkan adanya upaya

menjaga 5-7 kali tuasan hutannya sebagaimana yang dilakukan di proyek REDD
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di Ulumasen, Aceh (Angelsen, zooS). Selain itu hendaknya dalam kebiiakan yang

akan disusun disebutkan bahwa tujuan dari kegiatan REDD di lokasi studi bukan

ranya untuk mendapatkan insentif berupa dana segar semata, namun iebih iauh

:ujuannyq adalah untuk pelestarian fungsi hutan marga' Kondisi hutan yang

estari akan meningkatkan total C yang tersimpan dibandingkan bentuk tutupan

^utan lainnya sudah dibuktikan berdasarkan penelitian yan$ dilakukan oleh

- airiah et al. (zoo4) dan secara grafis dapat dilihat pada Cambar 5. Pada gambar

::rsebut dapat dilihat bahwa hutan mempunyai kandungan C tersimpan paling

: rggidibandingkan dengan kebun kopi muitistrata, kopiada naungan dan kopi

-:nokultur yang telah berumur sekitar to tahun.

:.1. Posisi Masyarakat Adat di Hutan Marga dalam Beberapa Kebijakan

\.rsional

Karena secara mayoritas lokasi studi adalah hutan marga dan terletak di

:-,rasi hutan hak maka hak ulayat masyarakat adatnya bisa di atur dengan pasal

-- - ndang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

-:'aria, yaitu; "dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal t dan z

- = aksananan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat-

-.s,varakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus

:::emikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasioanal dan negara,

:^r berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan

- -'gan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi " .

lsi pasal ini merupakan pengakuan keberadaan hak pemilikan atas

:,-ah (hak ulayat) dan masyarakat hukum adat.

Berbagai kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah sampai saat ini

-.srh dalam taraf "pengakuan" terhadap hak atas kepemilikan tanah ulayat

-=s,,,arakat hukum adat, tetapi belum memberikan "perlindungan" yang

.=.,'aknya terhadap hak kepemilikan atas lanah ulayaf dalam masyarakat
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adat. Kemudian yang muncul adalah Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor

3 tahun i995 yang mengakui dan memberikan perlindungan atas tanah rakyat

dan adat (ulayat).

Selaniutnya terbit lagi beberapa kebiiakan pemerintah yang mulai

memberi pengakuan dan perlindungan (terbatas) terhadap hak pemilikan tanah

ulayat pada masyarakat adat, antara lain : TAP MPR No. XVll Tahun 1998 tentang

Hak Asasi Manusia (Pasal 4r),TAP MPR illo. Xl tahun 2oo1, tentang Pembaruan

Agraria dan UUD 1945 yang diamandemen. Kebiiakan ini sampai sekarang

belum dibuatkan UU atau kebiiakan lain sebagai turunannya dan sebagai dasar

pelaksanaan ketetapan MPR tersebut. Lebih'laniut, selain UU Nomor 4t Tahun

1999 tentang Kehutanan, telah ada beberapa kebiiakan yang menyebutkan dan

mengakui keberadaan masyarakat adat, antara lain UU Nomor tl Tahun t999

tentang Pertambangan, UU Nomor to tahun 1992 tentang Kependudukan,

Keppres Nomor ttt tahun 1999 tentang Komunitas Adat Terpencil (KAT), SK

Menteri Kehutanan Nomor 47 tahun t998 tentang Kawasan dengan tuiuan

lstimewa dan Peraturan Menteri Negara Agr.aria/Kepala Badan pertanahan

Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah hak

Ulayat Masyarakat Flukum Adat, Undang Undang No 3z tahun 2oo9 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan llidup, Undang-Undang No 3z Tahun

2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal z, Undang-Undang No. 39 Tahun t999

Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 ayat 1,2.

Secara khusus dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia diielaskan bahwa.segala bentuk identitas budaya termasuk

hak ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman, Hal tersebut

menjelaskan bahwa hak ulayat harus dilindungi sesuai dengan perkembangan

zaman. Dalam Hak asasi manusia iuga diatur mengenai hak atas penguasaan

tanah baik. secara pribadi dan kolektif (hak atas tanah ulayat ). aait itu dalarn

Konvenan Hak-Hak EKOSOB atau dalam DUHAM.
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Karena REDD yang akan dibangun adalah di kawasan hutan maka iika

kembali ke Undang Undang No 4t tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya

Penjelasan Pasal 67 ayat (r), secara implisit sesungguhnya para pakar hukum

adat dapat merumuskan kriteria masyarakat hukum adat sebagai berikut :

a. terdapat masyarakat yang teratur;

b. menempati suatu tempat tertentu;

c. ada kelembagaannYa;

d. memiliki kekaYaan bersama;

e. susunan masyarakat berdasarkan pertalian suatu keturunan atau

: :rdasarkan lingkungan daerah;

f, hidup secara komunal dan gotong royong'

selanjutnya, dalam penielasan Pasal 67 Undang-undang Kehutanan

'. :.nor 41l1ggg tersebut dikemukakan tentang syarat-syarat diakuinya

-.s.,,arakat hukum adat. Penielasan pasal 67 ayat (r) yang berbunyi sebagai

- =- <ut: Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya iika menurut

. =-,.'ataannya memenuhi unsur, antara lain:

:. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap);

:, ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;

:. ada wilayah hukum adat Yang ielas;

-. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih

- ---- - t---. :Udll

rrasih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya

i :emenuhan kebutuhan hidtrp Sehari-hari'

Lebih lanlut pada Pasal 67 ayat (r) Undang Undang 41/1999 hak

.:rakat adat iuga diakui untuk melakukan berbagai kegiatan pengelolaan

- berdasarkan hukum adat mereka, termasuk dalam melaksanakan

-.- REDD. Pasal ini berbunyi sebagai berikut: Masyarakat hukum adat akan
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diakui keberadannya sepaniang menuruぜ kenyataannya masih ada dan mereka

berhak:

a.melakukan pemungutan hasl hutan untuk pemenuhan kebutuha,hidup

sehari‐ hari dari masyarakat adat yang bersangkutan;

b.melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat ya,g

berlaku dan tidak bertentangan dengan undang‐ undangi dan

c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan keseiah‐

teraannya。

4。3.Pengambian Keputusan Aplikasikttn Skema ttDD di Hutan

Ⅳlarga

Ha卜 hal sebalknya yang harus d‖ akukan adalah bagaimana melakukan

p‖ihan atas pengembangan Skema REDD di suatu wilayah hutan,mencerrnatち

mensimu!ast menganalLis dan mencOba ber1lpoteJS uttuk kemudian

memutuskaFiapakah akanmengikutiskemtt REDD atau tetap dengan keberadaan

selama ini yang telah berialan dengan harmonis.Semua dikembalikan kepada

penggiat yang bersangkutan atau sfakeわ ο′crers atau pemangku peran′

kepentingan. 」lka pilihan yang diputuskan adalah mengembangkan skema

REDD,tugas besar yang harus d‖ akukan adalah nlelakukanlPemberian informasi

yang crear ar7d c′ ean, berimbang dan ad‖   serta  melakukan upaya‐ upaya

pemahaman  agar tidak salah dalam menentukan P‖ ihan dan menentukan

,trategi pelaksanaan skema卜 EDD dilapangan.
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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor:P68/Menhut‐ H/2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN DEMONSttRAT10N ACTIViTIES PENGURANGAN EMiSI KARBON

DARI DEFORESTASi DAN DEGRADASi HUTAN:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA         ′

MENTERI KEHUTANAN′

Menimbang:a.bahwa sebagal● ndak lanjut Kさ putusan para plhak KonvenJ Perubahan

lklim keugabetas di 3alL indOnesia telah menetapkan kebり akan untuk

mengurangi emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan,

b.bahwa Sehubungan dengan hal tersebut′  dipandang perlu untuk

‐         menyeienggarakan demonstration activities pengurangan ёmisi karbon dari

deforestasi dan degradasi hutan dengan Peraturan Menteri Kё hutanan.

Undang undang NomOr 5 Tahun 199o tentang K9nserVasi sumberdava

MOngingat:1.Alam Hayal dan Ekosistemnya(Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1990 Nomor 49′ Tambahln Lembaran Negara Republik indonesia

Nomor3419);

Undang Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Na● ons

2.Framework Convenlon on Clittate Change(Konvensi Kerangka Ketta

Persenkatan Bangsa Bangsa Mehgenai Perubahan lk!im)(Lembaran Negara

Repub‖ k indonesia tahun 1994 Nomor 42′ Tambahan Lembaran Negara

Repub‖kindonesia Nomor 3557,

Undang undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

3,Hidup(Lembaran Negara Republik indonesla Tahun 1997 Nomor 68′

Tambahan Lembaran Negara RepublikindoneJa Nomor 3699),

Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan(Lembaran

4.Negara Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 167′ Tambahan Lembaran

Negara Republlkindonesia Nomor 3888)sebagaimana telah diubah dengan

Undang undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti undang Undang Nomor l Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

meniadi Undang Undang{Lembaran Negara Republik indonesia
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Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4412);

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor4437);

Undang Undang Nomor 17 T;hun 2OO4 tentang Pengesahan Kyoto

Protocol To The United Nations Framework Convention On Climaie

Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan

Bangsa Bangsa Tentang Perubahan lklim) (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonnesia Nomor 4403);

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara RepubJik lndonesia Nomor 68 Tahun 2007,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan

Kehutanan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

146, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4452);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan

Hutan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 146,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4452);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan

Penyusunan Rencana Pdngelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4596) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembar3n

Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran

Negaia Republik lndonesia Nomor 4814);

Peraturan Presiden No 45 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional

Perubahan lklim;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-ll/2004 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah

beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-

il/2008.
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NIIEMUTUSKAN

Menetapkan:PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENYELENGGARAAN

DEMOArSTR4T7ο lvハCrr1/rTIFs PENGURANGAN EMiSI KAR30N DARl

DEFORESTASi DAN DEGRADASI HUTAN.

2.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud denganl

Demonstration activities pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan

degradasi hutan adalah pengujian dan pengembangan metodologis,

teknologi dan institusi pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang

berupaya untuk mengurangi emisi karbon.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi

sumber-daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan

alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan'

Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani

hak atas tanah.

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas

tanah.

Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang kehutanan'

Pemrakarsa adalah pemerintah, pemegang izin pemanfaatan hasil hutan

kayu, pemegang/pengelola hutan hak, pengelola hutan adat, kepala

kesatuan pengelola hutan yang bertanggungjawab atas pelakSanaan

demonstration activities.

Mitra adalah pemerintah, badan internasional, swasta dan perorangan

yang memiliki kemampuan untuk mendanai penyelenggaraan

demonstration activities.

7.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kptiila A[at g4engekfa I{utan; R:EOO h4enjafi S uat'1. ch[ifian

■
■
■
■
■
■

4.

64



Ma ksud penyelengga raa n demonstration activities pengu ra n ga n emisi

karbon dari deforestasi dan degradasi hutan adalah untuk menguji

dan mengembangkan metodologi, teknologi dan institusi pengelolaan

hutan secara berkelanjutan yang berupaya untuk mengurangi emisi

karbon melalui pengendalian deforestasi dan degradasi hutan.

Tuj uan penyelengga ra a n d emonstration activities pengura ngan

emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan adalah untuk

mendapatkan desain pengelolaan hutan terkait pengurangan emisi

karbon dari deforestasi dan degradasi hutan

BAB III

LOKASI DAN PELAKSANA

Pasal 3

Demonstration activities dapat dilaksanakan pada hutan negara dan/

atau hutan hak.

Pasal 4

(1). Demonstration activities dilaksanakan oleh pemrakarsa.

(2). Dalam pelaksanaan demonstration activities sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) pemrakarsa dapat bekerja sama dengan mitra.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSETUJUAN

Pasal 5

Pemrakarsa mengajukan permohonan tertulis pelaksanaan demon-

strati o n a ctiviti es kepada M eriteri, denga n melampirka n :

Rancangan demonstration activities yang materinya antara lain status

dan lokasi berikut peta lokasi calon areal, bentuk dan jangka waktu

kerja sama, perkiraan nilai kegiatan, manajemen resiko dan rencana

alokasi distribusi pendapatan.

Dalam hal pemrakarsa adalah perorangan yang pembiayaannya

bersumber dari dana sendiri (swadana), maka pemrakarsa wajib

melampirkan surat pernyataan kesediaan untuk membiayai pelaksanaan

demonstration activities.

Dalam hal pemrakarsa bekerja sama dengan mitra dan seluruh atau
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sebagian pembiayaannya bersumber dari mitra, maka pemrakarsa wajib
melampirkan dokumen kerja sama.

(2)' Menteri menugaskan Kerompok Kerja pengendarian perubahan rkrim di
Lingkungan Departemen Kehutanan untuk merakukan peniraian terhadap.
kelayakan permohonan demonstration activities sebagaimana dimaksud
ayat (1) di atas.

(3). Kriteria dan indikator kelayakan pelaksanaan demonstration activities akan
diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri:

(4). Berdasarkan hasil penilaian Kelompok Kerja pengendalian perubahan lklim
di Lingkungan Departemen Kehutanan, Menteri dapat menyetujui, atau
menyetujuidengansyarat,ataumenolakpermohonanpemrakarsa.

(5). Konsep persetujuan atau penolakan Menteri sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) di atas, disiapkan oreh Ketua Kerompok Kerja pengendarian

Perubahan lklim di Lingkungan Departemen Kehutanan.
(5)' Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) di atas,h4rus

mencantumkan :

a. penetapan areal dan luasan demonstration activities berikut peta yang
menunjukkan batas lokasi kegiatan

b. jangka waktu kegiaian paling lama 5 tahun.

c' ketentuan yang berkaitan dengan resiko, dan distribusi arokasi
pendapatan.

, BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap'orang mengetahuinya, peraturan Menteri ini diundangkan
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik lndonesia.
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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIKINDONESIA

N01■or:R30/Menhut_I1/2009

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN EMISI DI1ID:IORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN
(REDD)

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

MENTER TUUTRruEru,

Menimbang I a, bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Konferensi Negara pihak lparties)
Konvensi Perubahan lklim ke-13, Departemen Kehutanan telah menetapkan
kebijakan untuk meningkatftan kegiatan pengelolaan hutan lestari dalam
rangka pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD);

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perru untuk
menetapkan Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi
Hutan (REDD) dengan peraturan Menteri Kehutanan.

Mengingat: 1. undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang pengesahan united Nations
Framework convention on climate change (Konvensi Kerangka Kerja
Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai peruba han lklim) (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3557);

2. undang-undang No. 20 tahun 1997 tentang penerimaan Negara Bukan
Pajak;

Undang-undang Nomor 23 Tahun L997 tentang pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 6g,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3G99);

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan

Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
menjadi Undang Unciang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4412);
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5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tintang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto

Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate

Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan

Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan lklim) (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4403);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomoi'442L);

Undang-undang Nomor 32'Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor4437);

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4725);

9.

11.

12. Undang-undang No. 36/2008 tentang Perubahan keempat atas UU No.

7/1983 tentang Pajak Penghasilan;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4696) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4814);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P,68/Menhut-ll/2008 tentang
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Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon

dari Deforestasi dan Degradasi Hutan;

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.L3/Menhut-1U2004 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah

beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-

il/2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,PERATURAN  MENTERI  KEHUTANAN  TENTANG  TATA CARA

PENGURANGAN EMISi DARI DEFORESTASi DAN DEGRADASI HUTAN

(REDD).

2.

BAB I

PENGERTIAN

' Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan

alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan

oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan

tetap.

3.. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas

tanah.

7.

Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani

hak atas tanah.

Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat

hukum adat.

Flutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan

unt'uk kesejahteraan desa serta belum dibebani ijin/hak.

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok

memproduksi hasil hutan.
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11.

13,

1A

15.

1.1

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunvai fungsi pokok

sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata

air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan

memelihara kesuburan tanah.

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang

mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan

satwa serta ekosistemnya.

Deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan

rnenjadi lrdak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.

Degradasi. hutan adalah penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok

karbon selama periode tertentu yang diakibatkan oleh kegiatan manusia

Pengurangan ernisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang selanjutnya

disebut REDD adalah semua upaya pengelolaan hutan dalam rangka

pencegahan dan atau pengurangan penurunan kuantitas tutupan

hutan dan stok karbon yang dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk

mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan

Referensi Emisi adalah tingkat emisi yang berasal dari deforestasi

dan degradasi hutan dalam kondisi tidak ada skema R.EDD dan dapat

ditetapkan berdasarkan trend historis maupun skenario pembangunan

dr masa datang.

Perdagangan karbon REDD adalah kegiatan perdagangan jasa yang

berasal dari kegiatan pengelolaan hutan yang menghasilkan pengurangan

emisi dari deforestasi clan degradasi hutan.

Lembaga Penilai lndependen adalah lembaga yang berhak melaksanakan

verifikasi laporan hasil kegiatan REDD.

l(omisi REDD adalah Komisi yang dibentuk oleh Menteri dan bertugas

dalam pengurusan peiaksanaan REDD.

17. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dl bidang

kehutanan.

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan

perangkat daerah sebagai unsttr penyelenggara pemerintahan daerah.

Registrasi Nasional adalah lembaga atau institusi yang mempunyai tugas

melakukan pencatatan atas semua kegiatan REDD.

Entrtas nasional adalah Pemegang lzin Usaha Pemanfataan Hasil

Flutan pada Kawasan Hutan, Pengelola Hutan Negara dan Pemilik atau
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Pengelola Hutan Hak

Entitas internasional adalah mitra penyandang dana untuk pelaksanaar
REDD.

Focal Point adalah wakil negara yang ditugaskan untuk berkomunikas
dengan Sekretariat Konvensi perserikatan Bangsa_gangsa tentanE
Perubahan lklim

Sertifikat REDD adalah suatu bentuk dokumen pengakuan tentani
pengurangan emisi dan manfaat lain yang diperoleh dari kegiatan REDi
yang diberikan kepada pelaku REDD

24. lnsenrif merupakan manfaat yang diperoreh dari kegiatan REDD berupa
dukungan finansial dan atau transfer teknologi dan atau peningkatai
kapasitas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari kegiatan REDD adalah untuk mencegah dan mengurangi em s

dari deforestasi dan degradasi hutan dalam rangka memantapkan tat.
kelola kehutanan.

Tujuan dari kegiatan REDD adalah untuk menekan terjadinya deforesta:
dan degradasi hutan da!am rangka mencapai pengelolaan huta-
berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB‖ |

LOKASI DAN PELAKU REDD

Pasa1 3

REDE)dapat dilakukan pada l

a.Areal Kerja ∪saha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu pada Hutan A a―

(IUPHHK― HA)
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b. Areal Kerja Usaha Pemanfataan Hasii Hutan Kayu pada Hutan Tanarnan

( I UPH HK-HT)

Areal Ker.1a Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Kemasyarakatan

(ruPHH-HKM).

Areal Kerja Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman

Rakyat (IUPHHK-HTR).

e. Areal Kerja Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem

)

k

I

(ruPHr-rK-RE).

Areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).

Areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).

Hutan Konservasi

Hutan Adat.

Hutan Desa.

Pelaksanaan REDD pada dua atau lebih areal sebagaimana tersebut pada

ayat (1) huruf a - I yang berada di dalam satu wilayah Kabupaten atau

Propinsi dapat digabung menjadi satu unit REDD.

(2)

Pasal 4

Pelaku REDD adalah:

a. Enlitas nasional.

b. Enlitas internasional.

Pelaku dari entitas naslonal terdiri dari :

a. Pemegang IUPHHK-HA.

b. Pemegang IUPHHK-HT.

c. Pemegang IUPHH-HKM.

d. Pemegang IUPHHK-HTR.

e. Pemegang IUPHHK-RE.

f. Kepala KPHP.

g. Kepala KPHL.

h. Kepala l'PHK.
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i. Kepala unit Pelaksana Teknis Konservasi sumberdaya Aram atau Kepala

Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional

j. Pengelola Hutan Adat.

k. Pemilik atau Pengelola Hutan Hak.

l. Pengelola Hutan Desa.

Pelaku dari entitas internasional terdiri dari:

a. Pemerintah.

b. Badan Usaha.

Organisasi internasional/yayasan/perorangan yang menyandang da-.
untuk pelaksanaan REDD.

Dalam hal terdapat kesepakatan antara pelaku entjtas nasior.
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pemerintah Daera -

Pemerintah Daerah dapat mengkooroinir pengusulan dan pelal<sana. -

REDD sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (2) di wilayahnya.

BAB IV

PERSYARATAN REDD

Pasal 5

(1). Persyaratan REDD untuk areal IUpHHK-HA, areal lUpHHl(-HT, a.=

IUPHHK-HTR, areal IUPHH-HKM, areal tUpHHK-RE adalah :

a. Memiliki salinan Surat Keputusan Menteri tentang IUpHHK-i-lA, lUp--
HT, IUPHH-HKM, TUPHHK-HTR arau tUpHHK-RE.

Lr. Memperoleh rekomendasi untuk pelaksanaan REDD dari pemer -..
Daera h.

c. Memenuhl kriteria lokasi untuk pelaksanaan REDD.

d. Memiliki rencana pelaksanaan REDD.

(2). Ketentuan tbntang lzin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan sebaga -=-
dimaksud dalam ayat (1) hurufa sesuai peraturan perundang-undar..-

Pasal 6

(1). Persyaratan REDD untuk KPHP, KPHL/KPHK adalah :

a. Memliki salinan Surat Keputusan Menteri tentang pe- = . -
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\2)

(2)

Pembentukan KPHP/KPHL/KPHK.

b, Memenuhi kriteria lokasi untuk pelaksanaan REDD.

c. Memiliki rencana pelaksanaan REDD.

Ketentuan tentang Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a sesuai pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Persyaratan REDD pada hutan konservasi adalah:

a. Memiliki salinan Surat Keputusan Menteri tentang Penunjukan/

Penetapan Hutan Konservasi.

b. Memenuhi kriteria lokasi untuk pelaksanaan REDD.

c. Memiliki rencana pelaksanaan REDD.

l(etentuan tentang pengelolaan hutan konservasi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Persyaratan REDD untuk hutan adat adalah:

a. tVlemiliki salinan Surat Keputusan Menteri sebagai pengelola hr-rtan

adat.

b. Memperoleh rekomendasi untuk pelaksanaan REDD dari Pemerintah

Da era h.

c. Memenuhi kriteria Iokasi untuk pelaksanaan REDD.

d. Memiliki rencana pelaksanaan REDD.

Ketentuan tentang pengelolaan hutan adat sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a sesuai pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Persyaratan REDD untuk hutan hak adalah :

a. Memiliki sertifikat hak milik atas tanah atau keterangan pemilikan

tanah dari Pemerintah Daerah,

b. Memperoleh rekomendasi untuk pelaksanaan REDD dari Pemerintah

Daerah.

c. Memenuhi kriteria lokasi untuk pelaksanaan REDD.

K,ctili,t,tlf,a.t tllt:nat[o[a'Hutttrt; PsEiD,D Tlenlati Suatu Q\fifian 7 5



d. Memiliki rencana pelaksanaan REDD.

Ketentuan tentang pengelolaan

ayat (1) huruf a sesuai peraturan

hutan hak sebagaimana d maksud dalat
pe ru nda ng-u nda nga n.

Pasal l-0

Persyaratan REDD untuk hutan desa adalah

a. Memiliki Surat Keterangan dari pemerintah Daerah sehagai pengelc
huta n desa.

b. Memperoleh rekomendasi untuk pelaksanaan REDD dari pemerinia

Daera h.

c. Memenuhi kriteria lokasi untuk pelaksanaan REDD.

d. Memiliki rencana pelaksanaan REDD.

Ketentuan tentang pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud dal:-
ayat (1) huruf a sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 1i.

Pedoman pemberian rekomendasi oleh pemerintah Daeralr un:-
pelaksanaan REDD sebagaimana dimaksucl pada pasal 5 ayat (1) huru.:
Pasal 8 ayat (1) huruf b, pasal 9 ayat (1) huruf b dan pasal 10 ayat (1) hu-_
b sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 peraturan ini.

Kriteria lokasi untuk pelaksanaan REDD sebagaimana dirnaksud pada pa,=

5 ayat (1) huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf b, pasat 7 ayat (1) huruf b, pas: :
ayat (1) huruf c, pasal 9 ayat (1) huruf c dan pasal 10 ayat (1) huruf c, pa.=

11 ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 peraturar

Pedoman penyusunan rencana pelaksanaan REDD sebagaimana dimak: - _

pada Pasal 5 ayat (1) huruf d, pasal 6 ayat (1) huruf c, pasal 7 ayat (1) : _-_.
c, Pasal 8 ayat (1) huruf d, pasal 9 ayat (1) furuf d dan pasal 10 aya: _

hurufd, Pasal 11 ayat (1) hurufc sebagaimana tercantum pacia Lam: -=-

3 Peraturan ini.

76

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN, PENILAIAN DAN PERSETUJUAN

Pasal 12
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(3)

Pelaku REDD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, mengajukan

permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal B, Pasal 9,

dan Pasal 10.

Menteri menugaskan Komisi REDD untuk melakukan penilaian atas

permohonan REDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

paling lambat 14 (empat belas) hari keria setelah menerima hasil

penilaian Komisi REDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri

dapat menyetujui atau menolak usulan permohonan REDD dalam bentuk

surat persetujuan pelaksanaan REDD'

Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari keria setelah mendapat

persetujuan dari Menteri, pemohon dapat segera melaksanakan kegiatan

REDD.

Apabila setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja, pemohon tidak memulai

kegiatanREDD,makapersetujuanMenterisebagaimanadimaksudpada

ayat (3) dibatalkan.

(6). Pedoman penilaian permohonan REDD sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), sebagaimana tercantum pada Lampiran 4 Peraturan ini'

BAB VI

」ANGKA ⅥノAKTU

Pasa1 13

」angka 、ハ′aktu pelaksanaan REDD paling lama 30 tahun dan dapat

dlperpaniang sesual dengan perattlran yang beriaku.

BAB V‖

HAK DAN KEいノA」 IBAN

Pasal 14

(1) Pelaku REDD memPunYai hak :

a. Entitas nasional memperoleh pembayaran dari entitas internasional
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atas penurunan emisi yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku.

b. Entitas internasional menggunakan serfifikat REDD sebagai bagian da
pemenuhan komitmen pengurangan emisi negara maju sesuai peratur..
yang berlaku.

c. Memperjual-belikan sertifrkat REDD bagi perdagangan karbon RED_
pasca 2012 yang dikaitkan dengan pelaksanaan komitmen penguranga-
emisi negara maju.

(2). Pelaku REDD mempunyai kewajiban :

a. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan dalam rangka pelaksana_

REDD.

b. Menetapkan referensi emisi sebelum pelaksanaan REDD.

c. Melakukan pemantauan sesuai dengan rencana.

d. Menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada Menteri me.
Komisi REDD.

BAB VII

PENETAPAN REFERENSI E,,41Si′ PEMANTAUAN′ DAN PELAPORAN

Pasa1 15

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan

nasional.

Pedoman penetapan referensi emisi,

sebagaimana dimaksud pada pasal 141

Lampiran 5 Peraturan !ni.

menetapkan referensi em

pemantauan, dan pelapc:

ayat (2), sebagaimana pa

BAB IX

V[RIFIKASi DAN SERTIFIKASI

Pasa1 16

(1).Paling lambat 14 hari keria sete ah aporan hasil pemantauan da「

REDD sepertl tersebut pada Pasa1 17 diter ma Komisi REDD′ Korr s

menugaskan Lembaga Penilailndependen untuk melakukan veriilニ
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(2). Lembaga penilai Independen melaporkan hasil verifikasi kepada Komisi

REDD dan kePada Pelaku REDD'

(3). Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada

Pelaku REDD.

(4)'Dalamhalsemuapersyaratanterpenuhi,palinglambat30(tigapuluh)

harl kerja setelah menerima laporan hasil verifikasi dari Lembaga Penilai

lndependen, Komisi REDD menerbitkan Sertifikat Pengurangan Emisi

Ka rbon,

(5). Serrifikat Pengurangan Emisi Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) daPat dlPerjualbelikan.

Pasal 17

PedomanverilikasidanserrifikasisebagaimanadimaksudpadaFasal16,

sebagaimana dalam Lampiran 6 Peraturan ini'

Pasal 18

Sebelum ada keputusan negara pihak Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa Tentang Perubahan lklim mengenai mekanisme pelaksanaan

REDD cji tingkat internasional, Komisi REDD meminta Komite

Akreditasi Nasional (KAN) untuk melakukan akreditasi Lembaga Penilar

lndependen.

Setelah ada Keputusan negara pihak Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa Tentang Perubahan lklim mengenai mekanisme pelaksanaan

REDD ditingkat internasional, maka akreditasi Lembaga Penilai

Inclependen mengacu pada Keputusan tersebut dan konsisten dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku'

Pasal 19

Komisi REDD secara berkala menyampaikan laporan pelaksanaan REDD

kepada Menteri dan Focal Point Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa

tentang Perubahan lklim untuk selanjutnya dilaporkan kepada Konvensi

Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perubahan lklim'
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BAB X

DISTRIBUSI INSENTIF DAN LIABILITAS

pasal 20

(1). Perimbangan keuangan atas penerimaan negara yang bersumber da,
pelaksanaan REDD diatur dengan peraturan perundang_undanga -

tersendiri.

(2), Tata cara pengenaan, pemungutan, penyetoran dan penggunaa-
penerimaan negara dari REDD diatur dengan peratLr13n perundan_-

u nda nga n.

Pasal 21

(1). Sebagian penerimaan negara yang bersumber dari pelaksanaan REDI
sebagaimana dimaksud pada pasal 20 digunakan sebagai jamina-
pelaksanaan REDD pada tingkat nasional.

(2). Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapa.
digunakan oleh pemerintah untuk:

a. Pengelolaan registr-asi nasional dan/atau;

b. Penanganan pengurangan emisi nasional.

(3). Mekanisme dan tata cara penggunaan jaminan pelaksanaan REDD diat_-
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

. PERALIHAN

pasal 22

(1). sebelum ada keputusan negara para pihak konvensi perserikatan Bangs"
Bangsa Tentang Perubahan rklim mengenai mekanisme peraksanaan RED J

ditingkat internasional, kegiatan REDD dilaksanakan melalui demonstraf : -

activity REDD, peningkatan kapasitas dan transfer teknologi, ser:.
perdagangan karbon sukarela.

(2). Demonstration Activities REDD dapat dijadikan/dialihkan menjadi kegrat. -

REDD sepanjang memenuhi persyaratan.
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(3) Dana untuk pelaksanaan kegiatan REDD sebagalmana dimaksud ayat

(1) bersumber dari partisipasi para pihak Konvensi Perserikatan Bangsa

Bangsa tentang Perubahan lklim dan sumber pendanaan lain yang sah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar seiiap orang mengetahuinya, Perattlran Menteri Kehutanan ini

diundangkan dengan penernpatannya dalam Berita Negara Republik

1n d onesia.

Ditetapkan di」 akarta

pada tangga1 1ヽ le1 2009

lvIENTERI KEHUTANAN

REPUBLIKINDONESLヽ

ttd.

H.卜IS.KABAN

Diundangkan di」 akarta

pada tangga1 1ヽ 4ei 2009

MENTERI HUKUM DAN HA卜 1

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

趨 DI NLAT■嘔hヽTTA

BERITA NEGARA REPUBL KINDONES A TAHUN 2009 NO,、 40R88

Sahnan scstlai dcngan aslinya

Kepala Biro Hukunl dan Organisasi

ttd.

SUPり 国ヽ 0,SH

NIP 19500514 198303 1 001
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LAEIPIRAN l  PERATURANTⅣ IENTERI KEHUTANAN

Nomor:R30/Mcnhut_I1/2009

Tanggral:l MCi2009

salinan sesuai dengan as五 nya

Kepala BirO Hukum dan Organisasi

ttd.

SUPARNO,SH

NIP 19500514 198303 1 001

PEDON銀 PEPIBERIノいヾREKOMENDASIPEMERINTAH

D2頓RttI UNTUK PEL嘔 (SANAttN ttDD

Untuk pemberian rekomendasi pelaksanaan REDD′  Pemerintah Daer計

terlebih dahu u melakukan peni aian terhadap:

1. Kebenaran status dan luasan htltan yang dimintakan rekomendasi oleh

pelaku.

2 Kesesuaian antara rencana lokasi REDD dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah Administrasi yang bersangkutan"

Kesesuaian dengan kriteria lokasi REDD.

Kesesuaian antara rencana pelaksanaan REDD dengan prioritas

pembangunan termasuk program pengentasan kemiskinan.

Atas dasar penilaian tersebut pada butir 1 sampai dengan 4, Pemerinta

Daerah dapat memberikan rekomendasi pelaksanaan REDD di daerahny"

３

　

４

～
IENTERI KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H.■1,S.KABAN
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L測■IPIRAN 2 PERATURAN NiENTERI KEHUTANAN

Nomor:R30/Mcnhut_I1/2009

Tanggal:l NIei 2009

KRITER.IA I'EMILIHAN LOKASI REDD

A. Pemilihan lokas! pelaksanaan REDD ditiniau dari aspek-aspek sebagai

berikut:

1. Data dan informasi.

2. Biofisik dan ekologi.

3. Ancaman terhadap sumber daya hutan'

4. Sosial, ekonomi dan budaYa.

5. l(elayakan ekonomi.

6. Tata kelola (governance).

Data dan Informasi: ketersediaan dan kelengkapan data dan lnformasi

(historis) jumlah dan luas hutan dan stok karbon serta data terkait yang

diperlukan untuk pelaksanaan REDD'

Biofisik dan ekologi: keragaman ekosistem; stok karbon; keanekaragaman

- hayati dan keunikannYa.

Ancaman terhadap sumber daya hutan: jenis dan tingkat ancaman;

tingkat resiko lokasi terhadap deforestasi dan/atau degradasi'

Sosial, ekonomi dan budaya: ketergantungan masyarakat terhadap lokasi;

ada/tidaknya konfllik; keterlibatan para pihak cialam pengelolaan hutan,

dan kejelasan tentang dimensi pengentasan kemiskinan

l(elayakan ekonomi: estimasi pendapatan dari REDD dan biaya yang

diperlukan untuk menjamin terlaksananya pengurangan emisi dari

deforestasi dan/atau degradasi hutan jangka panjang pada lokasi yang

bersangkutan dan sekitarnYa.

Tata kelola lgovernance): efisiensi dan efektifitas birokrasi (kejelasan

tentang peran, tanggung jawab dan tanggung gugat antar pihak), dan

kerangka hukum, serta kornitmen pelaku REDD untuk mengubah perilaku

(pola produksi dan tata guna lahan yang ramah lingkungan) .

B. Pemilihan lokasi REDD untuk denronstration activity mempertimbangkan

distribusi biogeografis wilayah lndonesia,
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saunan scsIIlai dengan aslinya

Kcpala BirO I‐ Iukunl dan Organisasi

ttd.

SUPARNO,SH

NI11 19500514 198303 1 001

MENTERI KEHU■ 虹N趨
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H.lNIIS KA B A N
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LAMPIRAN 3 PER-{TURAN MENTER.I IG,I]UT'Ah]'qN

Nomor : F. 30/Menhut-Il/2009

Tanggal:1Mei 2009

1.

PED OMAN PENIYU SUNAN R'ENCANA PEI-AKSANAAN

REDD

RencanapelaksanaanREDDditulisdalamBahasalndonesia'Format

rencana pelaksanaan REDD terdiri dari halaman depan, ringkasan, daftar

isi,pendahuluan/latarbelakang,dansedikitnya3(tiga)bagianutama

rencana Pelaksanaan REDD,

l-lalaman depan berisi informasi dasar seperti judul, institusi yang akan

melaksanakan kegiatan REDD, lokasi, dan iangka waktu pelaksanaan

REDD.

Ringkasan, berisi informasi singkat tentang keseluruhan pelaksanaan

REDD,

Daftar isi.

Pendahuiuan/latar belakang menjelaskan kegiatan REDD dalam konteks

internasional, relevansi/konsistensi dengan prioritas pembangunan

nasional dan daerah dimana kegiatan REDD diusulkan'

Bagian utama rencana pelaksanaan REDD berisi informasi tentang :

Kondisibiofisikdanekologilokasiyangdiusulkandansekitarnya,
ancaman terhadap sumber daya hutan, sosial, ekonomi' dan budaya'

kelayakan ekonomi, tata kelola hutan (governance)'

Ketersediaan data dan informasi termasuk peta lokasi REDD dan kawasan

sekitarnya, penjelasan tentang penggunaan metodologi pengumpulan

data dan informasi, analisis perubahan tutupan hutan dan stok karhon'

termasuk penghitungan dan cara penanganan pengalihan deforestasi/

degradasi akibat adanya REDD di lokasi yang diusulkan (displacement of

a ctiviti e s/e m i sslon-s), d a n m o n i t o ri n g'

. Pen.jelasan tentang penge olaan l''egiatan termasuk rencana investasi/

ketersediaan cjana dan rencana penggunaannya, analisis dampak'

manajemen kendala dan resrkc, pembagian hak dan kewajiban antar

pelaku, dan Peran Para Pif'ak.
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Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

SUPARNO,SH

NIP 19500514 198303 1 001

卜IENTERI KEHU「 ■瑠 AN

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H.卜Is.KABAN
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LANIPIRAN 4 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor:P30/Menhut_I1/2009

Tanggal:1卜 Ici 2009

Salinan scsuai dengan aslinya

Kepala 13iro Hukulln dan Organisasi

ttd

SUPARNO,SH

NIP 19500514 198303 1 001

PEDO\{AN PENILAIAN PER]IIOHONAN REDD

Penilaian permohona.n REDD dilakukan dengan analisis terhadap :

1. Pemenuhan kriteria lokasi dan kegiatan seperti tercantum pada Lampiran

2 Peraturan Menteri Kehutanan ini, yaitu: (1) Ketersediaan data dan

informasi (2) Kondisi biofisik dan ekologi, (3) Ancaman terhadap sumber

daya hutan, (4) Sosial ekonomi dan budaya (5) Kelayakan ekonomi dan (6)

Tata kelola (gorrernance).

2. Kelengkapan dan kejelasan informasi yang tertuang dalam dokumen

usulan, kesesuaian dengan pedoman terkait yang tertuang dalam

Keputusan ini, dan konsistensi dengan tujuan konvensi dan prioritas

pembangunan nasional.

惣
`′
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MENTERI KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H.ル1.S.KABAN
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I.AMPIRAN 5 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : P. 30/Menh :ur*lt / 2009

1'anggal: l Mei 2009

88

PEDOMAN PENETAPAN TIN GIi{T RE FE REN SI
EMISI (nEI), PEMANTAUAN (rlIO,l/rTOErl/q DAN

PELAPORAN (REpORllIArg KEGTATAN REDD

A. A. Referensi Emisi (Reference Emission Level/REL)

1. REDD di lndonesia menggunakan pendekatan nasional denga.
implementasi di tingkat sub-nasionar (provinsi atau kabupaten/kota ataL,
unit manajemen), Dengan demikian referensi emisi (REL) ditetapl<an c
tingkat nasional, sub nasional dan di lokasi kegiatan REDD.

2. Referensi Emisi (REL) di tingkat nasional ditetapkan oleh Departeme.
Kehutanan, sedangkan emisi di hngkat sub_nasional ditetapkan ole.
Pemerintah Daerah (provinsi atau kabupaten/kota) dan dikonfirmasika-
dengan referensi emisi tingkat nasional.

3' Referensi Emisi (REL) di rokasi kegiatan REDD ditetapkan oreh peraku da-
dikonfirmasikan dengan referensr emisi tingkat nasionar dan sub-nasiona

B. B. Pengukuran perubahan tutupan hutan dan stok karbon

1. Pengukuran perubahan tutupan hutan dan stok karbon menggunaka-
petunjuk lntergovernmental panel on Climate Change /lpCC (lpC:
Guidelines atau lpCC Good practice Guidance for Land Use, Land Us=
Change and Forestry/GpG-LULUCF).

2' Pelaku dapat memirih pendekatan (approach) dan tingkat keteritian (tie..
yang tertuang dalam petunjuk lpCC sesuai tingkat kesiapan/kapasit.:
yang dimiliki mulai dari tier 2 dan secara bertahap menuju pengguna:-
approach (Approach 3) dan tiers yang tertinggi (tier 3).

3. Tabel pilihan Approach dan Tiers.
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Pendekatan untuk
menentukan Perubahan luas
areal (Activity Data)

Tingkat kerincian faktor ernisi
(Tier): perubahan cadangan
karbon

1, Berdasarkan Peta, hasil surveY

dan data statistik nasional/lokal

臨響彎TⅢ

Pemantauan (Monitoring)

Pemantauan kegiatan REDD dilakukan untuk mengetahui perubahan stok

karbon dari Referensi Emisi (REL) dan manfaat lainnya

Elemen penting yang harus diperhatikan dalam pemantauan adalah

kredibilitas, transparansi, akurasi, berdasarkan kaidah ilrniah dan

konsistensi dengan peraturan internasional yang disepakati.

Pemantauan dilakukan secara periodik oleh pelaku, Pemerintah Daerah

dan Departemen Kehutanan paling lama setiap 5 (lima) tahun sekall

kecuali untuk periode sampai dengan 2012 dilakukan setiap tahun.

Pelaporan (Reporting)

Pelaporan kegiatan REDD dilakukan secara periodik sesuai periode

perrla nta ua n.

D

Sahnan scstlai dc,gan aSlinya

Kepala BirO Hukum dan Organisasi

ttd

SUPANO,SH

NIP 19500514 198303 1 001

MENTERI KEHUTANAN

駆 PUBLIK INDONESIA

ttd.

H.M,S.KABAN
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蜘 IPIRAN 6  PERATURANルIENTERIICEHUTANぶ

Nomor:R30/Menhut_I1/2009

TZanggd:l Mci2009

saunan sesuai denga,asunya

Kepala BIro Hukum dan Organisasi

ttd.

SUPARNO,SH

NIP 19500514 198303 1 001

PEDO■ lANヽ電 RIFIKASI mGIATAN REDD

1. Sebelum ada keputusan COP tentang Tata Cara REDD, maka veriflkasi

kegiatan REDD antara lain mengacu petun.luk pada Lampiran Keputusan

COP L3 No.2 tahun 2007. Verifikasi dilakukan terhadap butir butir sebaga

berikut :

a. Penghitungan pengurangan /peningkatan emisi harus sesuai hasll, terukur,

transparan, dan konsisten sepanjang waktu.

b. Dasar penetapan refei-ensi emisi (REL).

c. Pengurangan emisi yang dihasilkan (pelaporan menggunakan reportjng

guidelines (Good Practice Guidance for Land Use, Land-use Change and

Forestry) ).

d. Ada/tidaknya pengalihan deforestasi dan/atau degradasi (displacement

of activities/emissions) sebagai dampak dari kegiatan dimaksud dan

bagaimana hal tersebut diperhitungkan dan ditangani.

s. Konsistensi dengan provisi di bawah UNFF, CCD, dan CBD,

f. Transparansi dan fairness dalam pembagian insentif kegiatan REDD dan

kontribusi terhadap tujuan konvensi dan pembangunan nasional yang

berkelanjutan.

2. Setelah ada Keputusan COP tentang Tata Cara REDD, maka verifikasi

kegiatan REDD berdasarkan Keputusan COP dan konsisten dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENTERI KEHU■ NヽAN

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H.NIS KABAN
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PERATURAN MENTERIICEHUTANAN ttPuBLIKINDoNESIA

NOMOR:P36/Mcnhut― I1/2009

Tanggal:1 lviei 2009

TENTANG
TATA CARA PERIZINAN l」 S2憫A PEblANFAATAN PE■ lYERAPAN DAN/

ATAU PE■ lYIIⅥ≧SAN KABBON PADA HUTAN PRODUKSIATAU
HUTノ旬N LINDUNG

DENGAN RAI‐INIAT TUHAN YANG■ lAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN MPUBLIKINDONESIA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Ilomor 6

Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah I\omor 3 Tahun 2008 tentang Tata

l-lutan dan Penyr.rsunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan

Hutan, dinyatakan bahvra salah satu bentuk pemanfaatan jasa lingkungan

pada hutan produksi dan hutan Iindung adalalt penyerapan dan/atau
penyimpanan karbon;

bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b di dalam Peraturan pemerintah Nomor
6 tahun 2007 )a Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, pemanfaatan
jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan lindung diberikan dalam

bentuk lzin Usaha Pemanfaatan lasa Lingkungan (IUPJL);

bahrara sehubungan dengan butir-bulir a, dan b, perlu ditetapkan Tatacara

Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon

Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung dengan peraturan Menteri
Ke h uta na n.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam

Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun j.990

Nomor 49; Tambahan Lembai'an Negara Republik lndonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia T:hun 2007 Ncmor 68;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganli

Mengingat : 1.
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 41" Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor l-7 Tahun 2OO4 tentang Pengesahan Kyoto Protocol

to The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol

Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang

Perubahan lklim) (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor

72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Aias Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik lndonesia lahun 1999

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3838);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4696) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3B Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerlntah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubii'r

lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran fJegara Republir'

lndonesia Nomor 4737);

9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana teiah beberap:

kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
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Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian

Negara Republik tndonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Nomor 20 Tahun 2008;

peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit organisasi dan

Tugas Eselon I l(ementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2008;

peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-ll/2005 tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan' sebagaimana

relah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-ll/2008;

MEMUTUSKAN

PERATURANN4ENTERII(EHUTANANTENTANGTATACARAPERIZINAN

USAHAPEMANFAATANPENYERAPANDAN/ATAUPENYIMPANAN

I(ARBON PADA HUTAN PRODUKSIATAU HUTAN LINDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal L

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan :

lzin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada hutan produksi (iUPjL-l-iP)

adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan

pada hutan produksl yang telah dibebani izin/hak atau yang belum dibebani

izi n/hak.

lzinUsahaPemanfaatanHasilHutanKayudalamHutanAlam(IUPHHK.HA)

yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin untuk

memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan'

pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan' pengolahan dan

pemasaran hasil hutan kaYu.

lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (luPHHK-HT)

adalah suatu kegiatan usaha di dalam kawasan hutan produksi' baik

tanaman murnl atau campuran, untuk menghasilkan produk utama

berupa kayu, yang kegratannya terdiri dari penyiapan lahan' pembibitan'

93
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penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan,
pengolahan dan pemasaran.

IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam hutan aram (rupHHK-RE) adalah izin
usaha yang diberikan untuk membangun kawasan daram hutan aram
pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat
dipertahankan fungsi dan keterwakilannya merarui kegiatan pemeriharaan,
periindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman,
pengayaan/ penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna
untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayatr
(tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli,
sehingga tercapai keseimbangan hayali dan ekosistemnya;

lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat
dalam Hutan Tanaman (ruPHHK-HTR) adalah izin usaha yang diberikan untuk
memanfaatkan hasil hutan bei'upa kayu dalarn hutan tanaman pada hutan
produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan
potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam
rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang
keh uta na n.

DirekturJenderal adalah Direkturrenderal yang diserahi tugas dan tanggung
jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan.

Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi rugas dan "ranggung jawab d

bidang kehutanan di wilayah provinsi.

Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggLrngjawa:
di bidang kehutanan di wilayah KabLrpaten/Kota.

BAB‖

KEGIATAN USAHA PEMANFAATAN PENYERAPAN DAN/ATAU

PENYIヽ4PANAN KARBON

Bagian Kesatu

Jenis Usaha

94 f-r eti{a }ldat nlenge[o[a !{uLan; P(EOO fuettitL{i Suatu cpi[ift,ut

5



Pasal 2

Usaha pemanfaatan Penyerapan Karbon danfatau Penyimpanan Karbon (UP

RAp- KARBON dan/atau UP PAN-KARBON) merupakan salah satu jenis usaha

pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan lindung'

Bagian Kedua

Kegiatan Usaha RAP-KARBON dan/atau PAN-KARBON

Pasar3

Kegiatan Usaha RAP-KARBON terkait Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

melipuii:

Penanaman dan pemeliharaan dari bagian kegiatan IUPHHK-HT

atau IUPHHK-HTR yaitu penyiapan lahan, pembibitan, penanaman,

pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran sesuai dengan sistem silvikultur

yang ditetapkan pada seluruh areal atau bagian hutan atau blok hutan;

Penanaman dan pemeliharaan sampai daur tanaman pada seluruh areal

atau bagian hutan atau blok hutan IUPHHK-HA dan IUPHHK-RE;

Pengayaan pada areal bekas tebangan dalam seluruh areal atau bagian

hutan atau blok hutan dalam areal IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE atau

IUPHHK.HT AtAU IUPHHK-HTR;

penanaman pada jalur tanam di IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE atau IUPHFiK-

HTyangmenggunakansistemsilvikulturTebangPilihTanamJaluratau

menerapkan teknik silvikultur Tebang Pilih Tanam lntensif;

Peningkatan produktivitas melalui peningkatan riap tegakan dengan

penerapan teknik silvlkultui.

Kegiatan PAN-KARBON terkait Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

rncliputi :

Perpanjangan slklus tebang atau penundaan tebangan pada areal tertentu

pada areal kerja lUPHHK-HA

Perpanjangan rotasi tebang atau penurcaan tebangan pada bagian hutan

atau blok dalam areal IUPHHK-llTL ata': iUPHHK-HTR'

Penerapan penebangan rar-rah l ngku:gan pada bagian hutan atau blok

hutan dalam areal IUPHHK-H;

Dl+lenja[iSuntucPiTfian 95

b.



Pemeliharaan dan pengamanan pada jalur antara di IUPHHK yang

menggunakan sistem tebang tanan-l jalur atau teknik sllvikultur Tebang Pilih

Tanam lntensif.

Perluasan areal perlindungan dan konservasl dl dalam areal IUPHHK-HA dan

iU PH H.HT.

f, perlindungan dan pengamanan dalam areal yang berfungsr perlindungan

diseluruh areal atau bagian huian atau blok dalam areal IUPHHK-HA atau

IUPHHK- RE atau IUPHHK-HT atau IUPHHK-HTR atau IUPHHBt'(.

I. Perlindungan dan pengamanan pada seluruh areal atau bagian hutan atau

blok dalam areal IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE.

(3). Kegiatan Usaha RAP-KARBON pada hutan lindung meliputi :

a. Penanaman dan pemeliharaan dari bagian kegiatan izin usaha pemanfaatan

kawasan hutan, atau izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan

hutan desa yaitu penyiapan lal-ran, pembibitan, penanaman, pemeliharaan,

pemanenan, dan pemasaran sesuai dengan sistem silvikultur yang

ditetapkan pada seluruh areal atau bagian hutan atau blok hutan;

b. Penanaman dan pemeliharaan sampai daur tanaman pada seluruh area

atau bagian hutan atau blok hutan paJa izin usaha pen-ranfaatan kawasan

hutan, atau izin usaha pemanfaatan hutan kemasyaral(atan, dan hutan

desa;

c. Peningkatan produklivitas melalui peningkatan riap tegakan dehgan

penerapan teknik silvikultur.

(4). Kegiatan PAN-KARBON pada hutan lindung meliputi :

a. Pemeliharaan dan pengamanan pada areal izin usaha pemanfaatar

kawasan hutan. atau izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dar

hutan desa.

b. Perluasan areal perlindungan dan konservasi di dalam areal izin usah:

pemanfaatan kawasan hutan, atau izin usaha pemanfaatan hutar-

kemasyarakatan, dan hutan desa.

c. perlindungan dan pengamanan dalam areal yang berfungsi perlindunga-

diseluruh areal atau bagian hutan atau blok dalam areal izin usal.
pemanfaatan kawasan hutan, atau izin usaha pemanfaatan huta

kemasyarakatan, dan hutan desa.

d. Perlindungan dan pengamanan pada seluruh areal atau bagian hutan at:-

blok dalam areal izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, atau izin usa-.
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(1)

pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan hutan desa.

Pasal 4

pelaksanaan kegiatan usaha penyimpanan karbon dalam skema pengurangan

emisi dai-i deforestasi dan degradasi hutan (REDD), dan penyerapan karbon

dalam kerangka mekanisme pembangunan bersih diatur dengan Peraturan

Menteri tersendlri.

BAB IIi

PERMOHONAN IZIN USAHA

Bagian Kesatu

Permohonan dan Persyaratan Bagi Areal yang Telah Dibebani lzin

. Pasal 5

Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, IUPHHK-HTI, atau IUPHHK-HTR, lzin

Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan Lrndung, lzin usaha pemanfaatan hutan

kemasyarakatan,danpengelolahutandesadapatmengaiukanlUPRAP-

KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON sebagaimana dimaksud pada Pasal 3

permohonan tuP RAP-KARBON dan/atau luP PAN-KARBON sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri dilengkapi dengan

persyaratan:

SalinanKepUtUsanIUPHH(-HAataulUPHHK-REataulUPHHK-HTI
atau lzin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan atau lzin Pemanfaatan

HutanKemasyarakatan atau Hak Pengelolaan Hutan Desa;

proposal Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon

(proposal uP RAP-KARBON dan/aiau uP PAN-KARBON) sebagaimana format

pada LamPlran IPerattrran '',

. Dalam hal pemegang iUPHHK-HTR memohon IUPJL, permohonan

lUPJLuntukpemeganSl!PHHK-HlRdialukankepadaBupatidilengkapi
persyaratan:

. Salinan KePutusan lU?i-'lt(--rPr

. Proposal Usaha Pema-fzz--.' i.: ':'a3an dan/atau Penyimpanan Karbon

(ProposalUPRAP-KAF.3O'.a1..=--a--:P;'l-KARBON)sebagaimanaformat
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pada Lampiran lperaturan ini.

. Penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikud
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasai 10.
Dalam hal pemegang IUpHHK_HA, IUpHHK_HTI, IUpHHK_RE, rrdak
mengajukan pAN - KARBON atau RAp _ KARBON tetapi mengajukan sebagai
Pengembang proyek pAN_KARBON atau RAp_KARBON, permohonan diatur
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

Pengembang proyek pAN _ KARBON atau RAp * KARBON sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) tidak diterbitkan lUp pAN _ karbon atau RAp
- KARBON.

Pasal 6

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimal<sud dalam pasal 5 ayat (2),
Direktur Jenderar merakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan
dalam waktu L0 (sepuluh) har.i kerja sejak diterimanya permohonan.
Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, Direktur
Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan,

Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan, Direktur
Jenderal membentuk Tim penilai proposal untuk menilai aspek teknis
pengelolaan hutan, jenis usaha jasa lingkungan hutan, proyeksi cash flow,
dan kegiatan sosial ekonomi terkait masyarakat seternpat dalam jangka
waktu L5 (lima belas) hari kerja.

Dalam hal hasil penilaian proposar teknis memenuhi syarat, Direktur
Jenderal melaporkan hasil penilaian kepada Menteri.
Atas dasar laporan Direktur Jendera.l sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
lvlenteri memerinrahkan :

Direktur Jenderal planologi Kehutanan menyiapkan peta Areal Kerja
Direktur Jenderal menyiapkan konsep keputusan tentang pembei.ian lUp
RAP-KARBON dan/atau lUp pAN_KARBON.

Berdasarkan peta Areal Kerja dan konsep keputusan lUp RAp-KARBOl,j
dan/atau IUP PAN-KARBON sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri
yang peraksanaannya dirakukan oieh Direktur Jenderar menerbitkan surat
Perintah Pembayaran (spp) iuran rup RAP,KARBoN dan/atau rup pAN-
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KARBON berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri,

kepada pemohon,

(7). Setelah sPP luP RAP-KARBON dan/atau luP PAN-KARBON dilunasi, Menteri

menerbitkan Keputusan tentang pemberian luP RAP-l(ARBON dan/atau IUP

PAN-KARBON kePada Pemohon.

Bagian Kedua

Permohonan dan Persyaratan Bagi Areal Yang Tidak Dibebanj lzin

Pasal 7

(1), permohonan IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 untuk areal yang tjdak dibebani izin dapat diaiukan

:

a. Perorangan;

b. Koperasi;

c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan usaha Milik Daerah

(BUMD);

d. Badan Usaha Milik Swasta lndonesia (PT, CV, Firma)'

(2). Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. copy KTp untuk perorangan atau Akte pendirian Koperasi/Badan Usaha

VangberbentukPT,CVatauFirmabeseriaperubahan-perubahannia
dan diutamakan yang bergerak dr bidang usaha kehutanan/pertanian/

pe rkebu na n;

Surat izin usaha dari instansi yang berwenang;

Nomor Pokok Waiib Pajak (NPWP);

Pernyataan bersedia membuka kantor cabang di provinsi dan atau

Ka bu pate n/Kota;

e, Proposal Usaha Pemanfaatan lasa Lingkungan pada Hutan Produksi

(Proposal UPJL) mengikutr format seperti pada iampiran l Peraturan ini'

(3). permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk

satu atau lebih kegiatan Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan

Karbon sebagaimana dimaksud oada Pasal 3
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Pasal 8

(L). Pemberian izin IUP RAP - KARBON dan/atau tUp pAN - KARBoN pada areal

yang tidak djbebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu berada pada

M enteri.

Dalam hal areal yang dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu

akan melakukan IUP RAP - KARBON dan/atau IUP PAN - KARBON, wajib

memperoleh persetujuan Menteri.

Tata cara persetujuan IUP RAP- KARBON dan/atau IUP PANI - KARBON pada

areal yang dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, ciiatur dengan

Peraturan Menteri tersendiri.

Permohonan IUP RAP - KARBON atau IUP PAN - KARBON sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri dilengkapi dengan

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Permohonan sebagai pengembang proyek IUP RAP - KARBON dan/atau lUp

PAN - KARBON diajukan kepada Menteri sebagaimana diatur dalam Pasa

11.

Bagian Ketiga

Pemberian lzrn oleh Bupati/Walikota

Pasal 9

(1). Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan atas kelengkap:-
persyaratan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat :
dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditei'imanya permohonan.

(2). Oalam hai permohonan tidak memenuhi ke/engkapan persyaratan, Kep;.
Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupafi/Walikota menerbitkan s_-:
penolaka n.

(3). Oalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagain^ 
= 

- .

dimaksud pada ayat (1) dan areal permohonan tUP RAP-KARBON danT:.= _

IUP PAN-KARBON berada di luar areal yang dibebani izirr, Kepala i -.
Kabupaten/Kota membentukTim Penilai Proposal UpJL-Hp yang anggo::- :

terdiri dari unsuT-unsur UPT Ditjen BPK, UPT Ditjen PHKA, UpT Djre:r:,-.
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(4)

Jenderal Planologi Kehutanan yang lokasinya berada pada Provinsi setempat

clan Drnas terkait di kabupaten/kota setempat untuk menilai proposalteknis

dalam waktu L2 (dua belas) hari kerja'

Tim Penilai Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu

dibentuk berulang untuk setiap permohonan izin'

Dalam hal hasil penilaian proposalteknis sebagaimana dimaksud pada aYat

(3) memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota melaporkan hasii

penilaian kepada Bupati/Walikota'

(6). Atas dasar Iaporan Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), Bupati/Walikota memerintahkan kepada Kepala Dinas

Kabupaten/Kota untuk menyiapkan Peta Areal Kerja dan konsep keputusan

tentang pemberian IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON

(7). Berdasarkan Peta Areal Kerja dan konsep keputusan IUP RAP-KARBON

dan/atau IUP PAN-KARBoN sebagaimana dimaksud pada ayat (6)' Bupati/

Wallkota yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dlnas Kabupaten/Kota

rnenerbitkanSuratPerintahPembayaran(SPP)iuranlUPRAP-KARBoNdan/

atau IUP PAN-KARBON berdaiarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan

lVenteri, kePada Pemohon'

(8). setelah SPP - IUP RAP-KARBoN dan/atau lLiP PAN-KARBoN dilunasi' Bupati/

Walikoia menerbitkan Keputusan tentang pemberian IUP RAP-KARBoN

dan/atau IUP PAN-KARBON kepada pemohon'

Bagian KeemPat

Pemberian lzin Oleh Gubernur

Pasal 10

(1). Kepala Dinas Provinsi melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh)

har'i kerja sejak diterimanya permohonan'

(2). Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan

administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)' Kepala Dinas

Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan surat penolakan'

(3), Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana
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dimaksud pada ayat (1) dan areal permohr:nan tup RAp_KARBON dan,,
atau IUP PAN-KARBON berada di luar areal yang dibebani izin, Kepal.:
Dinas Provinsi membentuk Tim penjlai prcposal yang anggotanya terdiri
dari unsur-unsur UpT Ditjen BpK, UpT Ditjen pHKA, UpT Ditjen. planologi
Kehutanan yang rokasi Upr di provinsi setempat dan Dinas terkait di provinsi
setemilat untuk menirai proposar teknis daram waktLr 12 (dua beras) hari
ke rja.

Tim Penilai Prcposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu
dibentuk berulang untuk setiap permohonan izin.

Dalam hal hasil peniraian proposar teknis sebagaimana dimaksrd pada ayat
(3) memenuhi syarat, Kepara Dinas pi-ovinsi merapcrkan hasir peniraian
kepada Gubernur.

Atas dasar raporan r(epara Dinas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), Gubernui" memerintahkan Kepar<a Dinas provinsi untuk menyiapkan
Peta Areal Kerja dan konsep Keputusan tentang pemberian IUp RAp
KARBON dan/atau IUp pAN-KARBON.

Berdasarkan Peta Areal Kerja dan konsep keputusan lUp RAP-KARBON
dan/atau IUP PAN-KARBoN sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Gubernur
yang pelaksanaannya dilakukan oreh Kepara Dinas provinsi menerbitkan
surat Perintah pembayaran (spp) iuran rup RAP-KARBoN dan/atau IUp
PAN-KARBON berdasarkan tarif yang ditetapkan daram peraturan Menteri.
kepada pemohon.

setelah sPP - rup RAP-KARBO|,J dan/atau rup PAN-KARBoN dirunasi,
Gubernur menerbitkan Keputusan tentang pemberian rup RA.P-KARBoN
dan/atau IUP PAN-KARBON kepada pemohon.

Bagian Kelima

Pemberian izin oleh Menteri

Pasal 11

Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat
hari kerja sejak diterimanya permohonan,
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(2). Dalam hal permohonan trdak n'emenuhi kelengkapan persyaratan

administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)' Direktur

Ienderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan'

(3). Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persYaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan areal permohonan IUP RAP-KARBON dan/atau

IUP PAN-KARBoN berada di luar areal yang dibebani izin, Direktur Jenderal

membentuk Tim Penilai Proposal yang anggotanya terdiri dari unsur-

unsur Direktorat lenderal Bina Produksi Kehutanan' Direktorat Jenderal

Perlindungan Hutan oan Konservasi Alam' Direktorat Jenderal Planologi

KehutanandanUnltPelaksanaTeknisDepartemenKehutananpadaprovinSi

setempat, serta unsur Dinas terkait di Provinsi setempat untuk menilai

proposal teknis dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja'

(4). Tim penilai proposar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu

dibentuk berulang untuk setiap permohonan izin'

(5). Dalam hal hasil penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) memenuhi syarat, Direkttrr Jenderal melaporkan hasil penilaian kepada

Menteri.

(6). ntas dasar laporan Direktur lenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (5)'

Menteri memerintahkan :

a. Direkiur Jenderal Planologi Kehutanan menyiapkan Peia Areal Kerja'

b'DirekturJenderalmenyiapkankonsepkeputusantentangpemberianlUP
RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON'

(7). Berdasarkan Peta Areal Kerja dan konsep keputusan IUP RAP-KARBON

dan/atau IUP PAN-KARBON sebagaimana dimaksud pada ayat (6)' Menteri

menerbitkan Keputusan IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON'

(8) Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (7)'

Direktur Jenderal menerbiikan SPP - IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-

KARBON dengan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

(9). Direktur Jenderal menyerahKan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) setelah ker'va1lban lur-an IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-

KARBON dilu"asi oleh oe-o'c'

(10), Dalam hal permohonan rz n usaia per-nanfaatan dan/atau penyimpanan

karbon pada areal hutai^' ir:r-ras;a"akaian' dan hutan desa' pemeriksaan
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atas kelengkapan persyaratan sebagaimana ciimaksud dalam pasal 7 ayat
(2), ketentuan ketentuan ayat (1), ayat (3), ayar (5), dan ayat (6) huruf b,
ayat B dan ayat 9 dilaksanakan oreh Direktur Jenderar Rehabiritasi Lahan dan
Perhutanan Sosial.

Pasal 12

Dalam hal pembuatan peta arear kerja untuk izi, yang diterbitkan oreh
Bupafi/Wailkota atau Gubernur, Kepara Dinas Kabupaten/Kota atau Kepara
Dinas Provinsi meminta asistensi teknis dari Barai pernantapan Kawasan
Hutan setempat.

Pasal 13

Dalam hal pemegang izin tidak melunasi iuran kehutanan dalam wakiu 1
(satu) tahun, Bupatr/warikota atau Gubernur atau Menteri membatarkan
Keputusan pemberian lUp RAP-KARBON dan/atau lUp pAN_KARBON.

Pembayaran iuran lUp RAp-KARBoN dan/atau lup pAN-KARBoN disetor ke
kas negara melalui Bendahara penerima untuk penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) Kehutanan.

BAB IV

PENGEMBANGAN PROYEI( DAII PEIVIASARAN KARBON

Pasa I 14

Pengelola hutan produksi (BUMI\) atau pemegang IUpHHK_HA, atau
IUPHHK-RE atau IUpHHK-HTI dapat menjadi pengembang proyek, untuk
kegiatan RAp dan/atau pAN KARBON,

Dalam hal pengelola hutan prodL.rksi atau pemegang IUpHHK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan investor untuk Kerja Sama
Operasional sebagai pengembang proyek, dan diajukan kepada Menteri c.q.
Direktur Jenderal untuk disetujui.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paring sedikrt berisi hak
dan kewajiban antara pengelola hutan produksi atau pemegang izin dengan
investor yang menyangkut penjualan, dan pembayaran, per.,reliharaan
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Pasal 7 ayat

: (6) huruf b,

:sl Lahan dan

-:itkan oleh

:iau Kepala

;.i Kawasan

I lvaktu 1

nbataIkan

lN.

dan pengembangan sumber daya hutan, pengembangan pemberdayaan

masyarakat setempat, dan pengembangan/replikasi proyek di areal

sekitarnya.

Hasil kegiatan Pengembangan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa komodib karbon, dapat dipasarkan pada pasar karbon suka rela di

dalam negeri atau di internasional.

Dalam hal pasar karbon sukarela dalam negeri belum terbentuk,

Pengembang Proyek dapat memasarkan pada pasar karbon suka rela

i nte rnasional.

Dalam hal Pengembangan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

akan dipasarkan di internasional, Pengembang Proyek berdasarkan standar

yang ada di pasar internasional melakukan:

a Membangun Desain Provek dan dapat menggunakanjasa konsuLan

b,Mengalukan penilalan dan venikasi dengan menggunakan jasa lembaga

penilalindependen yang ada

(7)Dalam hai penyusunan desain proyek atau penilaian dan veriikasi

DP/PD RAP KARBON atau PAN― KAR30N sebagaimana dimaksud pada

avat(6)dilakukan oleh konsultan internaslonal atau penilal independen

internasional′  maka konstitan internasional atau pen‖ al independen

internasiona tersebut harus bekerja sama dengan konsultan naslonal atau

lembaga penilaiindependen vang ada di dalann negeri.

(8)Dalam penvusunan desain provek sebagaimana dimaksud pada avat(6)

huruf a, Pengembang Proyek dapat bekerjO Sama dengan pemerintah

daerah′ BUMN/BUMD/BUMSWasta Naslonal,embaga swadava masyarakat

dalam negeri

(9)Standar pengembangan provek dan pemaSaran karbon yang ada di pasar

internasional sebagaimana dimaksud pada ayat(6)tersebut pada Lampiran

ll Peraturan ini

Pasal 15

(1). Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1,4 ayat (7),

Pengernbang Proyek meregistrasi kepada Badan Registrasi Nasional atau

yang ada di PKS (VCM) internasional untuk mendapatkan sertifikal Verified

E m i ssi on Reduction (VER).
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Dalam har Badan Registrasi Nasionar berum terbentuk, registrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur.Jencreral.

Sertifikat VER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijual secara
langsung antara pengembang proyek dengan pemberi atau melarui pasar
bursa karbon yang ada di daram negeri atau pasar internasional berdasarkan
persetujuan Menteri.

Hasil penjualan karbon sebagaimana crimaksud ayat (1) berupa kredit
karbon yang diperoleh pengembang proyek RAp-KARBoN dan/atau
PAN-KARBON dapat dialihkan ata,u dihibahkan kepada pihak kefiga atas
persetujuan Menteri,

Pasal 16

Proyek RAP-KARBON dan/atau pAN-KARBOT\ yang telah mendapat sertifil<a:
VER, kredit dan penyimpanannya harus nyata/telah terjadl permanen
terregistrasi dan terverifikasi oreh rembaga independen Nasionar atau yan=
ada di Pasar Karbon Suka Rela Nasional atau irrternasional,

. Pasal 1 7

(1). Nilai Juar Jasa Lingkungan (Nr2L) RAP-KARBoN dan/arau pAN-KARBo.
adalah pendapatan dari penjuaran kredit karbon yang terah disertifikasi da-
dibayar berdasarkan ERpA (Emrssion Reduction purchase Agrement),

(2) Dist.ibusi dari Nl2L adarah sebagaimana daranr Lampiran ilr peraturan ini.
(3). Dana yang diterima oleh pemerintah sebagaimana dimaksrd pada ayar ._

merupakan pNBp Kehutanan.

(4). Dana untuk masyarakat setempat sebagaimana dtmaksud pada ayat (2
dikelola melalui Trust Fund yang dikelola dengan prinsip tata kelola ya:.- 
baik (governance) oleh masyarakat setempat bersama pemerintah desa d;_
pengembangan proyek difasiritasi oreh penyuruh l(ehutanan setempat untL.
kegiatan pengamanan areal hutan proyek pengembangan RAp-KARBC..
dan/atau PAN-KARBON dalarn rangka mencegah kebocoran lleakeage).

(5). Pengembang proyek dapat mengasuransikan proyek RAp_KARBoN dan/a:.,
PAN-KARBoN pada lembaga asuransi ada di pasar Nasional atau Das.
I nternasion a l.

1 0 6 f\gtiEJL n,:tat ,llengeto[a !{utan; flf^DA 9,,Lerja[t Sttatu e)ififia,



Pasal 18

Dalam hal REDD atau Compliant Market berlaku pada bulan Desember

Tahun 2012, maka:

sertifikat VER untuk PAN-KARBON harus divalidasl mengikuti prosedur

mekanisme compliant yang diakui dan dimasukan dalam carbon baseline

REDD Nasional serta diregistrasi pada Badan Registrasi Nasional'

Kesepakatan jual beli PAN-KARBON dinegosiasikan kembali'

' Pasal 19

Jangka waktu Proyek RAP-KARBON dan/atau PAN-KARBON paling lam'a 25

(dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang oleh Menteri atau tidak

melampauijangka waktu izin usaha.

Dalam hal IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON habis masa

berlakunya, perpanjangan IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON

dapat diajukan kepada pemberi izin IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-

KAR BO N.

(3). Tata cara permohonan perpanjangan Proyek RAP-KARBON dan/aiau PAN

KARBON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam

Peraturan Menteri tersendir i.

BAB V

PEM BIAYAAN DAN PEM BAYARAN

Pasal 20

Sunrber-sumber penibiayaan untuk pelaksanaan kegiatan RAP-KARBON

dan/atau PAN-KARBoN dapat diperoleh dari :

dana sendirl.

dana Corporate Social Responslbility (CSR)

maupun di luar negeri.

dana hibah luar negeri (donor) dalam

mulllateral.

yang ada di dalam negeri

kerangka bilateral mauPun
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BAB VI

KETENTUAN LAIN

pasal 21

Kesatuan Pengelolaan Hutan produksi, Kesatuan pengelolaan Hutan Lindung,
Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus pada hutan produksi dan/atau hutan
lindung, Hutan Rakyat, Hutan l(emasyarakatan (HKnr), Flutan Masyarakat
Hukum Adat, dan Hutan Desa dapat 

.melaksanakan 
usaha pemanfaatan

RAP-KARBON dan/atau PAN-KARBON sesuai dengan peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pacla tanggal diundangl<an.

Agar sehap orang mengetahurnya, peratr:ran Menterl Kehutanan ini
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di」 a karta

pada tangga1 22,、 4ei 2009

MENTERIKEHuTANAN
REPuBLIK INDONESIA

ttd.

H.卜IS KABAN
Diundangkan diJakarta

pada tangga1 29ヽ4ei 2009

N/1ENTERI HuKUM DAN HANl
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ぶ DI卜LT■姐曰ヽ T■  ヽ                     ‐

BERITA NEGARA REPUBLIKINDONESIA TAHUN 2009 NOヽ
4oR 128

Salnan scsuai dengan aslinya

Kcpala B± O Hukum dan organisasi

ttd.

SUPARNO,sH

NIP 19500514 198303 1 001
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し嘘vIPIRAN l  PERATURAN卜 IENTERI KEHUTANAN

Nomor:P36/bllcnhut_I1/2009

Tanggal:22ン lci 2009

PROPOSAL USAHA PEMANFAATAN JASA LI}dGKUNGAN

(PROPOS.AT UPJL)

L. Latar belakang pengembangan IUPJL

2. Dasar Hukum dan Legalitas Perizinan

3. Maksud dan tujuan

4. Diskripsi areal/lokasi

5. Rencana pengeloiaan dan pemanfaatan IUPjL

a, Rencana Pengembangan SDH

b. Rencana Pemberdayaan Masyarakat

c. Rencana Pemanfaatan Jasa Lingkungan

d. Organisasi Pengelolaan

e. Rencana Perlindungan dan Pengamanan SDH

6. Proyeksi Keuangan (cash flow\

7. Lampiran-lamPiran

saLHan scstial dcngan asunya

Kcpala BirO Hukuni dan OrganisaSi

ttd

SUPA圏 0,SH

卜ヾI11195005141983031001

～
【ENTERI KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H.M.S.KABAN
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LANIIPIRAN l  PERATURAN

Nomor:R36/Mcnhut‐I1/2009

Tanggal:22 ⅣIe1 2009
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SUPA圏 0,SH

NIP 19500514 198303 1 001

Ditetapkan di: Jakarta

Pada Tanggal : 22 Mei 2oo9

MENTERI KEHUTANAN

REPUBLIKINDONESIA

ttd.

H,M.S. KAB AN
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LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI KI]FIUI.ANA]TJ
Nomor : P. 36/Menh vt-II / 2A0g

Tanggal : 22 Mei 20A9

Tabel N2JL

Keterangan:

*) Bagian Pemerintah, dibagi secara proporsionar yaitu pemerintah pusat 40%,
Pemerintah Provinsi 20,'/o, pemerintah Kabupaten 40%

Sattnan sesuai dengan aslinya

Keptta BirO Hukum dan Organisasi

ttd.

SUPARNO,SH

NIP 19500514 198303 1 001

■AIENTERI KEHUTANヱ恒N
REPUBLIK INDONESIA

ttd

HMS KABAN

1 1 2 ?Qtifut,a[at,.ilIet6 efo [a !{ntan; fif,AO glerlat{t 
S ua t u eititio t t

No Pemegang lzin /
Pengembang 吾幕

l(eteran

1 IUPHHK‐ HA 209も 20シb 609も

2. IUPHHK¨ HT 20シ6 20シb 60ワ6

3 IUPHHK― RE 20ツb 2000 600/0

IUPHHK‐ HTR 20シ6 50シら 3096

5 Hutan Rakyat 109も 70シb 20シも

Hutan Kemasyaraka! 209も 509も 309も

7. Hutan Adat 10% 709イD 200/0

Hutan Desa 20シ6 509も 30シ6

KPH 309も 209も 5096

KHDTK 500/● 2094 30%
Hutan Lindung 50% 20シb 309も
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